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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas
pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada
pengguna layanan. Survei kepuasan masyarakat merupakan wujud evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan
Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2019 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 95 (sembilan puluh lima) unit
penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah responden sebanyak 25.918 (dua puluh
lima ribu sembilan ratus delapan belas) responden yang dilaksanakan sampai dengan
bulan September 2019. Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut, hasilnya
diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 82.69 dengan mutu
pelayanan B atau dikategorikan Baik, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja
pelayanan publik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah baik.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara
pelayanan publik, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi 90,98 dan nilai
terendah 73,30. Sedangkan dari 95 unit penyelenggara pelayanan publik ada 8 unit
penyelenggara pelayanan publik yang memperoleh nilai IKM dengan kategori mutu
pelayanan A (kinerja layanan sangat baik), 84 unit penyelenggara pelayanan publik
dengan kategori mutu pelayanan B (kinerja layanan baik) dan 3 unit penyelenggara
pelayanan publik dengan kategori mutu pelayanan C (kinerja layanan kurang baik).



Untuk selanjutnya survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara periodik
paling kurang satu tahun sekali sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik.

Yogyakarta, Desember 2019
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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya dengan perkenan dan ridha-Nya maka Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019 ini dapat terwujud. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. :

Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 ini dilaksanakan oleh seluruh unit
penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
secara mandiri. Survei ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggara layanan
yang ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan kepuasan masyarakat
dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan.

Kami berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan atau
kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survei ini, agar dapat memperbaiki
tingkat kekurangan, serta menjadi referensi terhadap proses perbaikan pelayanan publik
yang ada, dengan harapan semoga dapat menjadi pelayanan yang prima sebagaimana
yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Yogyakarta,
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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka
diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang

disediakan oleh berbagai unit organisasi/perangkat daerah di bidang pelayanan.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan
publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi
layanan dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna
layanan atau publik.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas,
pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki pelayanan
publik di Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas antara lain dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara
berkala melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana ukuran keberhasilan
penyelenggara layanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan
kepuasan masyarakat identik dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh

penyelenggara layanan.



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dengan menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diamanatkan bahwa semua unit
penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik
paling kurang satu tahun sekali dan dilaksanakan paling lambat pada triwulan III.
Selain itu Penyelenggara Pelayanan Publik harus  melaporkan secara tertulis
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 1

(satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan survei.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah melaporkan secara tertulis
pelaksanaan survei melalui papan pengumuman, media massa, website, atau sarana

informasi lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2019 telah
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah untuk mendorong dan memotivasi pada unit pelayanan
masyarakat agar selalu menjaga dan meningkatkan fungsi dan kinerja pelayanan
kepada masyarakat sehingga secara bertahap dapat memenuhi tuntutan masyarakat
akan pelayanan.

Tujuannya adalah :
1. Memberikan informasi tingkat kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan.

2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak
lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat.



3. Mendorong dan memotivasi unit pelayanan agar selalu menjaga dan meningkatkan

fungsi dan kinerja pelayanan.

1.3. SASARAN

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dilaksanakan oleh semua unit penyelenggara
pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara

mandiri, yaitu :

No UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

1 Paniradya Kaistimewan

2 Inspektorat DIY

3 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

5 Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik DIY

6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY

7 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Bantul

8 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Gunung Kidul

9 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kulon Progo

10 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Sleman

11 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Yogyakarta

12 | Badan Kepegawaian Daerah DIY

13 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai DIY

14 | Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY




No UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
16 | Badan Penghubung Daerah DIY

17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

18 | Satuan Polisi Pamong Praja DIY

19 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

20 | Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

21 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY

22 | Balai Pemuda dan Olahraga DIY

23 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta

24 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman

25 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

26 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulonprogo
27 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
28 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta

29 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta

30 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta

31 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul

32 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul

33 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman

34 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulonprogo

35 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunung Kidul

36 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunung Kidul




No

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

37 | Dinas Kebudayaan DIY

38 | Taman Budaya DIY

39 | Museum Negeri Sonobudoyo DIY

40 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

41 | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY

42 | Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

43 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

44 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY

45 | Balai Pelayanan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY

46 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

47 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY

48 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY

49 | Dinas Pariwisata

50 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

51 Balai Pengembarjgan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Pertanian

52 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

53 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan

54 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian

55 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

56 | Balai Laboratorium Lingkungan

57 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta




No

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

58 | Balai Pengelolaan Sampah DIY

59 | Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder DIY

60 | Balai Perbenihan Kehutanan DIY

61 | Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

62 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY
63 | Pelabuhan Perikanan Pantai DIY

64 | Dinas Kesehatan DIY

65 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Kalibrasi DIY
66 | Balai Pelatihan Kesehatan DIY

67 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY
68 | Rumah Sakit Ghrasia

69 | Rumah Sakit Respira

70 | Dinas Sosial DIY

71 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas DIY
72 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY
73 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY

74 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY
75 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY

76 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha DIY

77 | Dinas Perhubungan DIY

78 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran




No

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

79 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY

80 | Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY

81 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Pekotaan
DIY

82 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wil Sleman,
Yogyakarta, dan Gunungkidul DIY

83 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wil Bantul dan
Kulon Progo

84 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

85 | Balai Layanan Perpustakaan DIY

86 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk DIY

87 | Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

88 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

89 | Biro Organisasi Setda DIY

90 | Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

91 | Biro Hukum Setda DIY

92 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

93 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan
Pembangunan

94 | Biro Bina Mental Spiritual

95 | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat




1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Publik.

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan
Standar Pelayanan

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



BAB 2.
PELAKSANAAN
SURVEI
KEPUASAN
MASYARAKAT

2.1. INDIKATOR PENILATAN

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga menggunakan indikator
penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam

peraturan tersebut yang meliputi:

1. persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

3. waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.



7. perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. penanganan pengaduan, saran dan masukan vyaitu tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.2. PELAKSANAAN SURVEI

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh semua penyelenggara pelayanan publik
di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara mandiri.
Tahapan, metode dan cara pengolahan data pelaksanaan survei berpedoman pada
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.
Adapun langkah pelaksanaan survei meliputi:

A. PERSIAPAN
1. Penetapan pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat pada Penyelenggara Pelayanan Publik dapat
dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
b. Kerjasama dengan unit independen yang memiliki pengalaman dan

kapasitas dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat

2. Penyiapan Kuesioner
Kuesioner digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data kepuasan
masyarakat penerima layanan. Kuesioner yang digunakan oleh unit
penyelenggara pelayanan menggunakan bentuk dan susunan sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
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Masyarakat dimana terdiri dari identitas responden dan pencacah serta daftar

pertanyaan.

. Penetapan Responden dan Jumlah Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti
untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian
dari populasi yang diteliti. Populasi yang dimaksud dalam Survei Kepuasan
Masyarakat adalah Seluruh Masyarakat atau pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
oleh penyelenggara layanan.

Sampel yang dimaksud dalam Survei Kepuasan Masyarakat adalah bagian dari
masyarakat atau pengguna layanan yang dapat mewakili persepsi tingkat
kepuasan layanan untuk setiap jenis layanan sesuai Standar Pelayanan yang
telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

Cara menentukan jumlah responden/sampel survei menggunakan tabel atau
rumus cukup bervariasi. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan
jenis layanan, tujuan survei atau data yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan
cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran
sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie dan

Morgan sebagai berikut:

Tabel Dasar Penentuan Jumlah Sampel

Populasi {Ny | Satopel (n} Populast Saroqel () Populasi Sapel (0}
5] Ny

190 Lo 220 140 1200 29
15 L4 230 44 L300 207
23 L9 240 142 1400 302
a5 24 250 152 LS00 306
30 28 260 L55 L600 310
35 32 270 L59 L700 3L3
<9 36 280 162 LE00 317
35 40 200 L65 Lo00 320
39 44 300 L69 2000 322
55 48 320 L75 2200 327
63J 52 340 LEL 2400 33t
a5 S6 360 126 2600 335
70 50 3280 Loy 2800 338
75 63 400 L96 3000 341
34 66 420 201 3500 46
35 7o 440 205 4000 351
93 i3 460 ZLo 4500 354

95 | w6 | 4s0 | 214 | soo0 | 357
100 g0 00 217 6000 361
110 6 S50 226 7000 364
120 n2 600 234 000 367
130 o7 650 242 Sooo0 368
120 103 700 248 L0000 370
150 L0S 750 254 L5000 375
160 L Z00 260 20000 377
170 LLE 30 265 30000 370
120 L23 o00 269 40000 380
190 L27 950 274 0000 38t
200 132 1000 278 75000 352
210 L36 LL00 285 1000000 384




Besar sampel minimal yang digunakan survei diperoleh dari data pengguna
layanan pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan dalam kurun
waktu satu tahun terakhir sebagai populasi. Data pengguna layanan tersebut
selanjutnya digunakan sebagai penentu besaran sampel.

4. Penetapan Jadwal Survei
Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat,
Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan
Publik minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan maksimal dilaksanakan pada
triwulan III. Penyusunan jadwal mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan,
pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan dilaksanakan pada
periode tersebut dengan menyesuaikan aktifitas pengguna layanan sesuai jenis

pelayanan pada masing-masing unit.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data persepsi atas kepuasan pelayanan dapat dilakukan

teknik survei, antara lain:

a. Kuesioner dengan wawancara tatap muka

b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui
surat

c. Kuesioner elektronik (internet/e-survey)

B. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

IKM dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing
unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam
penghitungan IKM terdapat 9 unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur
pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah bobot 1
=—-=0,11

Bobot nilai rata rata tertimbang = m =3

Catatan : untuk keseragaman pengolahan data, bobot nilai rata-rata tertimbang
memakai angka 0,11.

12



Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
IKM = — x Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25
—-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai IKM (sebelum konversi) x 25

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan,

dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilailnterval Konversi,Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Kerja Pelayanan

NILAI MUTU KINERJA
NILAI NILAI INTERVAL DELAYANAN UNIT
PERSEPSI | INTERVAL (NI) KONVERSI 00 PELAYANAN
(NIK) (y)
1 1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644-3,532 | 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324—4,00 | 88,31— 100,00 A Sangat Baik

Untuk memperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan sebagai penyelenggara pelayanan
publik maka digunakan rumus :

. . Jumlah nilai IKM per Jenis Pelayanan
Nilai IKM Unit Pelayanan =

Jumlah jenis layanan

. PENYUSUNAN LAPORAN

Maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan survei, penyelenggara pelayanan
harus melaporkan hasil pengolahan data sebagaimana dalam format laporan yang
terlampir dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Laporan selain menyajikan data yang telah diolah juga memuat prioritas
peningkatan kualitas pelayanan serta upaya yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan  unsur  pelayanan yang perlu ditingkatkan.  Laporan
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Penyelenggaraan SKM pada unit pelayanan publik dapat disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Masalah

Sub Bab Latar Belakang Masalah memuat permasalahan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperlukan SKM dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tujuan
Pada Sub Bab Tujuan memuat tujuan penyelenggaraan SKM
Jenis Pelayanan dan Unsur SKM

Pada Sub Bab ini memuat jenis pelayanan pada unit pelayanan
publik yang disurvei dan Unsur SKM.
Metode dan Periode Survei
Pada Sub Bab ini memuat metode survei; periode survei; karakteristik

dan jumlah populasi; serta keterwakilan anggota sampel.

BAB II: PELAKSANAAN SURVEI

1.

Persiapan Survei

Pada Sub Bab ini memuat pelaksana survei (swakelola dengan
membentuk Tim atau bekerja sama dengan lembaga lain), penyiapan
bahan survey, penetapan jumlah responden, lokasi, dan waktu pengumpulan
data, dan penyusunan jadwal.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pada Sub Bab ini memuat kegiatan pengumpulan data dan pengisian
kuesioner.

Pengolahan Data

Pada Sub Bab ini memuat langkah-langkah pengolahan data dan
pengujian kualitas data.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Sub Bab ini memuat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat serta peringkat

unsur yang perlu mendapat prioritas dalam perbaikan pelayanan.

BAB III: ANALISIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT

1.

Analisis Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
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Pada Sub Bab ini memuat analisis hasil SKM.
2. Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Sub Bab ini memuat rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
BAB IV: PENUTUP
Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi intisari
hasil Survei Kepuasan Masarakat. Sedangkan saran/rekomendasi memuat
masukan kepada pihak terkait maupun pembina pelayanan publik.
LAMPIRAN
Lampiran Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada unit

pelayanan publik paling sedikit memuat:

contoh kuesioner;

data responden;

tabel pengolahan data;

Keputusan Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan
Masyarakat; dan
- bukti publikasi hasil dan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan

Masyarakat.

Biro Organisasi Setda DIY telah menyiapkan template laporan hasil
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat agar penyelenggara pelayanan lebih
mudah dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
Selain itu lebih mempermudah Biro Organisasi Setda DIY sebagai pembina
pelayanan publik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

survei kepuasan masyarakat.
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BAB 3.
PEMBAHASAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap Penyelenggara
Pelayanan Publik wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk setiap

jenis pelayanan.

Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pembina pelayanan publik
telah melaksanakan pendampingan penyusunan standar pelayanan berdasarkan
Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan
Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap seluruh Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019 dan melaksanakan

pemantauan terhadap pelaksanaannya.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada dasarnya adalah meminta pendapat
pengguna layanan apakah pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan standar
pelayanan yang sudah ditetapkan, oleh karena itu pada tahun 2019 monitoring dan
evaluasi diprioritaskan pada perbandingan apakah jenis pelayanan yang dilaksanakan
survei kepuasan masyarakat sudah sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan
dalam standar pelayanan. Selain itu juga dilihat apakah sudah dibuat rencana tindak
lanjut hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan apakah rencana tindak lanjut
hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun sebelumnya sudah
dilaksanakan.

Sejak Tahun 2017 sampai sekarang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
menetapkan kebijakan bahwa semua OPD dan UPT dilingkungan Pemerintah Daerah
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DIY harus minimal mempunyai jenis pelayanan informasi dan jenis pelayanan
pengaduan, oleh karena itu setiap OPD dan UPT harus menyusun standar pelayanan,
minimal untuk jenis pelayanan informasi dan jenis pelayanan pengaduan. Dengan
demikian setiap OPD dan UPT juga harus melaksanakan survei kepuasan masyarakat,
minimal untuk jenis pelayanan informasi dan jenis pelayanan pengaduan. Pada Tahun
2019 telah dibuatkan template Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu
setiap OPD dan UPT harus menyampaikan Laporan Hasil SKM sesuai dengan template

yang telah disediakan.

Pada Tahun 2019 dari 95 unit penyelenggara pelayanan (OPD dan UPT) di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta semua sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat.

PEMBAHASAN

Adapun pembahasan pelaksanaan dan hasil survei kepuasan masyarakat untuk

masing-masing unit penyelenggara pelayanan adalah sebagai berikut:

3.1 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0216 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 88,35 84,88
Publik Informasi Publik
2 13/05/ Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 81,41
2019 Pengaduan

Paniradya Kaistimewan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.88 dan mutu pelayanan
berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.2 INSPEKTORAT

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 25/KPTS Layanan Informasi Jenis Pelayanan 84,45 84,45
Publik Informasi Publik
2 25-Mar-19 | Layanan Pengaduan/ Jenis Pelayanan -
Pengaduan Publik Pengaduan

Inspektorat sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2 (dua)
jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1 (satu) jenis layanan.
Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada
pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.45 dan mutu pelayanan berkatagori B
serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.3 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 119/SK.SE Layanan Informasi Jenis Pelayanan 90.62 90.62
KIFD{;E%DIF;R Publik Informasi Publik

2 04/07/201 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
9 Pengaduan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 1 (satu) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90.62 dan mutu pelayanan
berkatagori A serta memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0005 Sistem Perencanaan Jenis Pelayanan 77,34 78,20
6 Pembangunan Daerah Jogjaplan
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
2 03/01/201 Sistem Evaluasi Jenis Pelayanan 79,06
9 Pertanggung Jawaban Sengguh
Pembangunan Daerah
3 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
Pengaduan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2
(dua) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78,20 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.4.1 BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/ Layanan data dan Jenis Pelayanan 81,87 83,28
00015 informasi spasial dan Data dan
non spasial online Informasi

Spasial dan Non
Spasial Online

2 Tahun Layanan data dan Jenis Layanan 84,7
2019 informasi spasial dan data dan
non spasial offline informasi spasial
dan non spasial
offline
3 03/01/ Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
2019 Pengaduan

Balai Penelitian Pengembangan Dan Statistik sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 2 (dua) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan
tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.28 dan mutu pelayanan
berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.5 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/0368 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 82,61 82,42
6 Publik (PPID Pembantu) Informasi publik
2 10-Jan-19 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 82,24
Pengaduan

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 2 (dua) jenis layanan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.42
dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.5.1 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI BANTUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 ‘ N?%IC;IR;ZO Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 79,94 78,55
ep
198/112/1V/ Baru ( BN 1) Kendaraan Baru
2016 (BN1)
2 06'\51%2856:/K Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 77,16
PPD065/032 Bermotor Kedua ( BN 2) Kendaraan Ke
23/AP Dua (BN2)
3 Agl/?;ll?/%:S/ Rubah Bentuk, Ganti Rubah Bentuk, 81,65
5019p Warna Ganti Warna
4 1 Maret STNK Rusak/ Hilang STNK Rusak / 77,58
219 Hilang
5 Mutasi Keluar Mutasi Keluar 77,43
6 Penelitian Ulang 5 Penelitian Ulang 78,97
Tahunan 1 Tahunan
7 Pengesahan STNK Penelitian ulang 79,88
Setiap Tahun 5 Tahunan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Bantul sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 7 (tujuh) jenis layanan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78.55

dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.5.2 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH D1Y DI GUNUNG KIDUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan | Nilai IKM IKM
1 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 82,309 | 82,216
ﬁgﬁ%@ Baru ( BN 1) KBM Baru (BN
2016 1)
2 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 82,261
%?:50/8613/1063/5 Bermotor Kedua ( BN 2) | KBM Kedua (BN
23/AP 2)
3 As’:‘/?;"?/l&/ Rubah Bentuk, Ganti Rubah Bentuk, 82,130
5019p Warna Ganti Warna
4 1 Maret STNK Rusak/ Hilang STNK 82,171
2019 Rusak/Hilang
5 Mutasi Keluar Mutasi Keluar 81,934
6 Penelitian Ulang 5 Penelitian Ulang 81,718
Tahunan 5 Tahun
7 Pengesahan STNK Pengesahan 83,011
Setiap Tahun STNK Setiap
Tahun

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Gunung Kidul sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis layanan dengan Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 82.216 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja

unit pelayanan Baik.

3.5.3 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI1IY DI KULON PROGO

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 . N?%Iols:zo Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 86,57 87,27
ep,
198/112/1V/ Baru ( BN 1) Kendaraan
2016 Bermotor Baru
(BN I)
2 06“51%"28&“ Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 87,17
PPD065/032 Bermotor Kedua ( BN 2) Kendaraan
23/AP Bermotor Kedua
(BN II)
3 Ay/?;,l(l)/%:y Rubah Bentuk, Ganti Rubah Bentuk 88,92
2019p Warna Ganti Warna
4 1 Maret STNK Rusak/ Hilang STNK Rusak/ 88,01
2019 Hilang
5 Mutasi Keluar Mutasi Keluar 86,81
6 Penelitian Ulang 5 Penelitian Ulang 86,39
Tahunan 5 (Lima ) Tahun
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
7 Pengesahan STNK Pengesahan 87,02
Setiap Tahun STNK Setiap
Tahun

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kulon Progo sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 7 (tujuh) jenis layanan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87.27
dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.5.4 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI SLEMAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 81,38 84,99
';SE//Z/II%\Z/? Baru ( BN 1) Kendaraan
2016 Bermotor Baru
(BN1)
2 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 85,88
%?,548613/1063(5 Bermotor Kedua ( BN 2) | Kendaraan
23/AP Bermotor Kedua
(BN2)
3 Ag/?;d?/%:y Rubah Bentuk, Ganti Rubah Bentuk, -
5019P Warna Ganti Warna.
4 1 Maret STNK Rusak/ Hilang STNK Hilang / 83,08
2019 Rusak
5 Mutasi Keluar Mutasi Keluar 79,92
6 Penelitian Ulang 5 Penelitian Ulang 86,96
Tahunan 5 (Lima) Tahun.
7 Pengesahan STNK Pengesahan 92,73
Setiap Tahun STNK setiap
Tahun.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Sleman sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 6 (enam) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan
tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.99 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.5.5 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH D1Y DI KOTA YOGYAKARTA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 80,03 80,79
ngll?ll%;/) Baru ( BN 1) Kendaraan
2016 Bermotor Baru
(BN1)
2 NOMOR: Pendaftaran Kendaraan Pendaftaran 78,72
%?,538613/1063/5 Bermotor Kedua ( BN 2) Kendaraan
23/AP Bermotor Kedua
(BN 2)
3 NOMOR: Rubah Bentuk, Ganti Rubah Bentuk, -
AS/2107 1';{303/ Warna Ganti Warna
4 1 Maret STNK Rusak/ Hilang STNK Rusak/ -
2019 Hilang
5 Mutasi Keluar Mutasi Keluar 86,53
6 Penelitian Ulang 5 Penelitian Ulang 78,68
Tahunan 5 (Lima) Tahun
7 Pengesahan STNK Pengesahan 79,98
Setiap Tahun STNK Setiap
Tahun

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kota Yogyakarta sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 5 (lima) jenis layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan
tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.79 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.6 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/0326 Layanan Informasi Layanan 83,50 81,00
3 Tahun Publik Informasi Publik
2019
2 15-Mei-19 Layanan Pengaduan Layanan 79,50
Pengaduan
3 Layanan Seleksi Layanan Seleksi 80,00
Pegawai Non ASN Pegawai Non ASN
4 Layanan Informasi Layanan 80,5
Data Pegawai Informasi Data
Pegawai
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
5 Layanan Pemberian Layanan 80,00
Rekomendasi Surat Pemberian
Izin Perjalanan Dinas Rekomendasi
Ke Luar Negeri Surat Izin
Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri
6 Layanan Layanan 78,75
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi
7 Layanan Pindah Layanan Pindah 85,00
Wilayah Kerja Wilayah Kerja
8 Layanan Pemberian Layanan 79,75
Surat Izin Pemberian Surat
(Cuti/Perkawinan/Perc Izin
eraian /Kepala (Cuti/Perkawinan,
Desa/Perangkat Desa Perceraian/Kepala
Desa/Perangkat
Desa)
9 Layanan Pemberian Layanan 81,00
Penghargaan Pemberian
Satyalancana Karya Penghargaan
Satya Kepada PNS Satyalancana
Karya Satya
Kepada PNS
10 Layanan Penerbitan SK | Layanan 79,75
Penetapan Jaminan Penerbitan SK
Kecelakaan Kerja bagi Penetapan
ASN Jaminan
Kecelakaan Kerja
bagi ASN
11 Layanan Kartu Layanan Kartu 82,00
Pegawai, Kartu Isteri, Pegawai, Kartu
Kartu Suami, dan Isteri, Kartu
Kartu Taspen Suami, dan Kartu
Taspen
12 Layanan Dokumentasi Layanan 81,25
Pegawai Dokumentasi
Pegawai
13 Layanan Penyelesaian Layanan 79,25
SK Kenaikan Pangkat Penyelesaian SK
PNS Kenaikan Pangkat
PNS
14 Layanan Pensiun PNS Layanan Pensiun 80,00

PNS

Badan Kepegawaian Daerah sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan

dengan 14 (empat belas) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 14

(empat belas) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.00 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.6.1 BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/0006 Pengukuran IKM Pengukuran 81,67 83,78
2/2019 Kompetensi Kompetensi
2 14-Mei-19 | Tes Psikologi IKM Tes Psikologi 82,87
3 Konseling Psikologi IKM Konseling 93,50
Psikologi
4 Umpan Balik Pasca IKM Umpan Balik 79,75
Uji Kompetensi Pasca Uji
Kompetensi
5 Layanan Informasi IKM Layanan 81,13
dan Kerjasama Informasi dan
Pengukuran Kerjasama
Pengukuran
6 Layanan Pengaduan IKM Layanan -
Pengaduan

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.78 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.7 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 84,15

Publik Informasi publik
2 188/1829/ Pelaksanaan Jenis Pelayanan 80,58 79,63

KPTS/201 pendidikan dan Pelaksanaan Diklat
9 pelatihan bagi bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil

3 10 Mei Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 74,15
2019 Pengaduan

Badan Pendidikan Dan Pelatihan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun

2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
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layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.63 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 480/0147 Layanan Informasi Layanan Informasi 83,78 82,44
7 Tahun Publik Publik
2019
2 12-Apr-19 Layanan Pengaduan Pelayanan 85,74
Pengaduan
3 Layanan Teknis Layanan Teknis Pra 80,46
Prabencana Bencana
4 Layanan Teknis Layanan Teknis 81,66
Tanggap Darurat Tanggap Darurat
Bencana Bencana
5 Layanan Teknis Layanan Teknis 80,54
Pasca Bencana Pasca Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.44 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.9 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 489/0006 Layanan Informasi Layanan Informasi 83,76 83,51
5 Tahun Publik Publik
2019
2 07-Jan-19 Layanan Pengaduan Layanan 81,52
Pengaduan
3 Layanan Penggunaan Layanan 84,79
Aset di Griya Jogja, Penggunaan Aset
Mess Pedati &
Pendopo Anjungan
DIY

Badan Penghubung Daerah sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 32 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, tetapi baru untuk 3
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(tiga) jenis layanan serta jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang
dilaksanakan survei tidak semua sama dengan jenis layanan dan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.51 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 199/4281 Penerbitan Surat Penerbitan Surat 89,250 85,55
Keterangan Penelitian Rekomendasi
2 11-Jun-19 Layanan Pengaduan Pengaduan 84,906
3 Layanan Informasi Informasi Publik 82,50
Publik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan, tetapi baru untuk 3 (tiga) jenis layanan
serta jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,55 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.11 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0205 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 79.20 79,66
8 Tahun Publik Informasi Publik
2019
2 19/03/ Pengaduan Hotline Jenis Pelayanan 80.12
2019 Service 5021060 Pengaduan Hotline
Service 5021060

Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.66 dan mutu pelayanan
berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.12 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 0708 Layanan Informasi Layanan Informasi 87,85 86,69
Tahun
2019
2 08-Apr-19 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -
3 Legalisir Piagam Legalisir Piagam 88,27
Penghargaan (SD Penghargaan (SD
dan SMP) dan SMP)
4 Pengiriman Pengiriman 80,79
Kontingen Lomba Kontingen Lomba
5 Legalisir Legalisir 86,17
Ijazah/SHUN Ijazah/SKHUN
(SMA/SMK) (SMA/SMK)
6 Pindah Sekolah Pindah Sekolah 81,95
Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan
Menengah Menengah
7 Perijinan SMK Pengajuan Perijinan 96,25
(Mendirikan Sekolah SMK (Mendirikan
Baru, Penambahan Sekolah Baru,
Keahlian Baru, Penambahan
Regrouping, Merger, Kompetensi Keahlian
Alih Yayasan, dan Baru, Regrouping,
Penutupan Sekolah Merger, Alih
Yayasan, dan
Penutupan Sekolah)
8 Legalisir Ijasah Legalisir Ijazah 90,75
SLB/STTB/SPG/SPGL SLB/STTP/SPG/SGPL
B/Sertifikat Diklat B/Sertifikat Diklat
PKLK/Piagam Lomba PKLK/Piagam Lomba
PK-LK PK-LK
9 Pengajuan Ijin Pengajuan Ijin 90,75
Operasional SLB Operasional SLB
10 Pengajuan Kenaikan Pengajuan Kenaikan 88,60
Gaji Berkala Kepala Gaji Berkala Kepala
Sekolah/Guru SLB Sekolah/Guru SLB
11 Pindah Sekolah Luar Pindah Sekolah Luar 79,75
Biasa Biasa
12 Pengaduan/Konsultas Pengaduan/Konsultas 81,75
i TPG dan Tamsil i TPG dan Tamsil
Guru PNSD Guru PNSD
13 Penambahan Jumlah Penambahan Jumlah 89,93
Jam Mengajar Jam Mengajar
14 Sistem Informasi Sistim Informasi 85,57
Manajemen (SIM) Manajemen (SIM)
Pengembangan Pengembangan
Keprofesional Keprofesionalan
Berkelanjutan (PKB) Berkelanjutan (PKB)
Keprofesionalan
Berkelanjutan (PKB)
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Standar Pelayanan Survei IKM

No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
15 Penetapan Angka Penetapan Angka 85,25
Kredit Kredit

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 15 (lima belas) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 14 (empat belas) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak
dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan
jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.69 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.1 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 00829/ Layanan Pendidikan Layanan Diklat Siswa 81,058 79,127
Tahun dan Pelatihan Siswa
2019

2 30-Mar-19 | Pendidikan dan Layanan Diklat Guru 76,898
Pelatihan Prakerin
Terbimbing

3 Layanan Pendidikan Layanan Diklat 77,101
dan Pelatihan Teknik Prakerin Terbimbing
Guru

4 Unit Produksi dan Layanan Kunjungan 81,368
Jasa

5 Layanan Penginapan Layanan Unit 76,233
dan Sewa Produksi dan Jasa

6 Layanan Kunjungan Layanan Penginapan 79,696

dan Sewa

7 Layanan Informasi Layanan Informasi 82,156
Publik Publik

8 Layanan Pengaduan

Balai Latihan Pendidikan Teknik sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 8 (delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 7
(tujuh) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.127 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.12.1 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 0370 Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 84,50 83,48
Tahun
2019
2 22-Apr-19 Layanan Mobile Mobile Learning 83,44
Learning Services Services
3 Layanan Fasilitasi Fasilitasi Siswa 84,13
Siswa Praktek Kerja Praktek Kerja
Industri Industri
4 Layanan Kunjungan Kunjungan 81,84
Pendidikan dan Studi Pendidikan dan
Banding Studi Banding
5 Layanan Informasi Informasi Publik -
Publik
6 Layanan Pengaduan Pengaduan -

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sudah menyusun dan menetapkan Standar

Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4

(empat) jenis layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan survei

dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.48 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.2 BALAI PEMUDA OLAHRAGA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/0137 Penggunaan Sarana Layanan Informasi - 81,019
4 Tahun dan Prasarana
2019 Kepemudaan dan
Keolahragaan
2 02-Apr-19 Layanan Informasi Layanan -
Pengaduan
3 Layanan Pengaduan Penggunaan Sapras 80,21
Kepemudaan &
Keolahragaan
4 Layanan Rekomendasi Rekomendasi -
5 Layanan Legalisir Legalisir -
Sertifikat/Piagam
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Balai Pemuda Olahraga sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 4 (empat) jenis layanan tidak dilaksanakan survei. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.019 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.3 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/510 Layanan Informasi Informasi Publik 86,53 86,80
Tahun Publik
2019
2 01-Mar-19 | Layanan Pengaduan Pengaduan 87,39
Masyarakat
3 Mutasi Siswa SMA/SMK Mutasi Siswa 85,88
4 Legalisasi Ijazah Legalisasi Ijazah 86,82
5 Kegiatan sekolah dan SK Pembagian 87,24
Surat Ijin/ Tugas, KTSP,
Rekomendasi Kegiatan Tambah Jam
Sekolah Mengajar
6 Pengelolaan Kepegawaian 87,06
Kepegawaian
7 Pengelolaan Gaji Pengelolaan Gaji 87,12
8 Pengelolaan Keuangan Pengelola 87,29
APBD Keuangan
9 Pengeloaan Barang Pengurus Barang 85,90
Milik Daerah

Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 9 (sembilan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 9 (sembilan) jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan
survei tidak semua sama dengan jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar Pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.80 dan mutu pelayanan berkatagori B
serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.12.4 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 067/2686 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 81,13 82,58
Tahun Publik Informasi Publik
2019
2 01-Agust- Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 87,08
19 Pengaduan
3 Mutasi Siswa Jenis Pelayanan 84,22
SMA/SMK Mutasi Siswa
4 Legalisasi Ijazah Jenis Pelayanan 83,88
Legalisasi Ijazah
5 Kegiatan sekolah dan Jenis Pelayanan 85,59
Surat Ijin/ Surat ijin/
Rekomendasi Rekomendasi Kepala
Kegiatan Sekolah Sekolah
6 Pengelolaan Jenis Pelayanan 84,70
Kepegawaian Pengelolaan
Kepegawaian
Pengurusan Pensiun
7 Pengelolaan Gaji Jenis Pelayanan 79,06
Pengelolaan Gaji
(KGB)
8 Pengelolaan Jenis Pelayanan 82,50
Keuangan APBD Pengelolaan
Keuangan APBD
9 Pengeloaan Barang Jenis Pelayanan 71,50
Milik Daerah Pengelolaan Barang
Milik Daerah
10 Jenis Pelayanan 87,31
Mutasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
11 Jenis Pelayanan 81,40
Pengelolaan
Kepegawaian
Pengurusan Cuti

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 9 (sembilan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 11 (sebelas) jenis layanan tetapi jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan jenis layanan dan nomenklatur
jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Selain itu 2 (dua) jenis
layanan yang telah disurvei belum ditetapkan dalam Standar Pelayanan.
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Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.58 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.5 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 320/KUBB Layanan Informasi Layanan Informasi 88,825 86,81
T Tahun Publik Publik
2019
2 08-Mar-19 Layanan Pengaduan Layanan 87,175
Pengaduan
3 Surat Keterangan Layanan Surat 83,88
Pengganti Ijazah Keterangan
Pengganti Ijasah
4 Rekomendasi Pindah Layanan 87,73
Sekolah Luar Biasa Rekomendasi
Kabupaten Pindah Sekolah
5 Rekomendasi Pindah Layanan Mutasi 83,875
Pegawai Pegawai

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 5 (lima) jenis layanan tetapi jenis layanan dan nomenklatur jenis layanan yang
dilaksanakan survei tidak semua sama dengan jenis layanan dan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.81 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.6 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 253 Layanan Informasi Jenis Layanan 81,95 81,80
Tahun Publik Informasi Publik
2019
2 30-Apr-19 Layanan Pengaduan Jenis Layanan 81,13
Pengaduan
3 Pengesahan Fotocopi Jenis Layanan 83,33
Ijasah/STTB Pengesahan
Fotocopy
Ijazah/STTB
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
4 Penerbitan Surat Jenis Layanan 77,55
Keterangan Pengganti Penerbitan Surat
Ijasah/STTB Keterangan
Pengganti Ijazah /
STTB
5 Surat ijin/rekomendasi Jenis Layanan Surat 81,68
sekolah (KTSP, RAPBS, Ijin/Rekomendasi
Kegiatan) Sekolah ( KTSP,
RAPBS, Kegiatan )
6 Penambahan jam Jenis Layanan 82,78
mengajar Penambahan Jam
Mengaijar.
7 Mutasi Guru Jenis Layanan 85,25
Mutasi Guru
8 Penerbitan surat tugas Jenis Layanan 81,95
Penerbitan Surat
Tugas
9 Pembuatan Kenaikan Jenis Layanan 79,75
Gaji Berkala Pembuatan
Kenaikan Gaji
Berkala

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan untuk 9 (sembilan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 9 (sembilan) jenis layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

81.80 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.7 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 26/KEP/D Layanan Informasi Layanan Informasi 85,94 82,12
IKMEN- Publik Publik
GK/V/
2019
2 06-Mei-19 Layanan Layanan Pengaduan 74,25
Pengaduan
3 Layanan Pengajuan Layanan Pengajuan 81,52
Surat Keterangan Surat Keterangan
Pengganti Ijazah Pengganti Ijazah
4 Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan 83,88
Rekomendasi Rekomendasi Pindah
Pindah Sekolah Sekolah Dalam Satu
Dalam Satu Kabupaten
Kabupaten
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
5 Rekomendasi Rekomendasi Pindah 87,08
Pindah Sekolah Sekolah Antar
Antar Kabupaten/ Kabupaten/Provinsi
Provinsi
6 Pelayanan Pelayanan Legalisasi 84,43
Legalisasi Ijazah Ijazah Dari Luar
dari Luar Kabupaten
Kabupaten
7 Pelayanan Pelayanan Legalisasi 83,88
Legalisasi Ijazah, Ijazah,
Piagam /Sertifikat Piagam/Sertifikat Dari
dari dalam Dalam Kabupaten
Kabupaten
8 Surat Pengantar Surat Pengantar 74,25
Pindah Pindah Tugas/Mutasi
Tugas/Mutasi Guru/TU
Guru/TU
9 Penerbitan Surat Penerbitan Surat 83,88
Perintah Tugas Perintah Tugas
Menambah Jam Menambah Jam
Mengajar Mengajar

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 9 (sembilan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 9 (sembilan) jenis layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

82.12 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.8 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMBINA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 800/096b Pelayanan Informasi Layanan Informasi 83,80 82,79
Publik
2 02/05/ Pelayanan Layanan Pengaduan 83,66
2019 Pengaduan
3 Penerimaan Peserta Layanan Penerimaan 82,50
Didik Baru (PPDB) Peserta Didik Baru
jenjang TKLB, SDLB,
SMPLB, dan SMALB
4 Asesmen Peserta Layanan Assesemen 82,07
Didik Baru Baru Peserta Didik Baru
Baru
5 Pelayanan Kesehatan Layanan Kesehatan 85,11
6 Pelayanan Layanan 81,20
Perpustakaan Perpustakaan
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
7 Pelayanan Observasi | Layanan Observasi dan 87,57
dan Penelitian Penelitian

Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 7 (tujuh) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 7
(tujuh) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.79 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.9 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 YOGYAKARTA
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 800/306.a Layanan Informasi Jenis Pelayanan 80,75 77,44
Publik Informasi Publik
2 22-Mar-19 | Layanan Jenis Pelayanan 77,00
Pengaduan Pengaduan
3 Layanan Jenis Layanan 75,00
Penerimaan Peserta Penerimaan Peserta
Didik Baru Didik Baru/PPDB
4 Layanan Kesehatan Jenis Pelayanan 80,00
Layanan Kesehatan
5 Layanan Ijin Jenis Pelayanan Ijin 77,75
Penelitian dan Penelitian dan
Observasi Observasi

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.44 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.10 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 YOGYAKARTA
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 60/098 Pendaftaran siswa Penerimaan Siswa 78,55 80,19
baru (PSB) jenjang Baru
TKLB; SDLB; SMPLB;
SMALB
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
2 02-Mei-19 Penelitian Atau Observasi/ Penelitian 82,02
Observasi Tentang Pendidikan
Pendidikan
3 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -
4 Layanan informasi 79,99

Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3
(tiga) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut
dan layanan informasi belum ditetapkan dalam Standar Pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.19 dan mutu pelayanan berkatagori B
serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.11 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 BANTUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 421/188 Proses Belajar Jenis Pelayanan Proses | 79,89 80,60
Mengajar Belajar Mengajar
2 14-Mei-19 Informasi Penelitian Jenis Pelayanan 81,27
Informasi Penelitian
3 Pengaduan Pengaduan -
4 Peserta Peserta Didik -
Baru

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2
(dua) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut
dan serta layanan peserta didik baru tidak dilaksanakan survei dan belum ditetapkan
dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.60 dan mutu
pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.12.12 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 BANTUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 421/019/2 Pendaftaran peserta Pelayanan PPDB 82,50 81,81
019 didik baru (PPDB)
jenjang TKLB; SDLB;
SMPLB; SMALB.
2 04-Jan-19 Penelitian Atau Pelayanan Penelitian 81,40
Observasi Tentang
Pendidikan
3 Layanan Pengaduan Pelayanan Pengaduan | 81,22
4 Pelayanan Informasi 82,13
Publik

Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul sudah menyusun dan menetapkan Standar

Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4

(empat) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis pelayanan belum ditetapkan dalam

Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.81 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.13 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 SLEMAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 061/ Layanan Informasi IKM Informasi Publik 82,11 81,70
180.A Publik
2 05-Agust- Layanan Pengaduan IKM Pengaduan 82,50
19
3 Pelayanan Peserta IKM Siswa Didik Baru 80,90
Didik Baru
4 Pelayanan Kesehatan IKM Kesehatan Siswa 80,67
5 Layanan IKM Perpustakaan 79,38
Perpustakaan
6 Mahasiswa IKM Mahasiswa 81,13
Penelitian, Observasi, Observasi
dan KKN
7 Layanan Administrasi IKM Administrasi 82,32
Kantor Kantor
8 Layanan Administrasi IKM Dokumentasi 82,92
Dokumen dan dan Persuratan
Persuratan

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman sudah menyusun dan menetapkan Standar

Pelayanan

dengan 8 (delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei

kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

untuk 8 (delapan) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan

survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam

Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.70 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.14 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 KULON PROGO

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/016 Layanan Informasi Jenis Layanan 84,56 84,70
Publik Informasi Publik
2 15-Agust- Layanan Pengaduan Jenis Layanan 85,53
19 Pengaduan
3 Layanan UKS (Usaha Jenis Layanan Usaha 84,15
Kesehatan Siswa) Kesehatan Siswa
(UKS)
4 Layanan Asrama Jenis Layanan 83.05
Siswa Asrama Siswa
5 Layanan Kegiatan Jenis Layanan 87,27
Belajar Mengajar Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
6 Jenis Layanan 84,44
Asesmen Psikologi
Siswa

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo sudah menyusun dan menetapkan Standar

Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 6

(enam) jenis layanan. Tetapi 1 (satu) jenis pelayanan belum ditetapkan dalam Standar

Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.7 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.15 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 GUNUNGKIDUL
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 10 Layanan Informasi Layanan Informasi 84,43 82,85
Publik
2 30-Apr-19 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 74,25
3 Layanan Penerimaan Layanan Penerimaan 85,94
Peserta Didik Baru Siswa Baru
4 Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan 81,52
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Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
5 Layanan Ijin Layanan Ijin 87,08
Penelitian dan Penelitian dan
Observasi Observasi
6 Layanan Assesmen Layanan Asessmen 83,88

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 6
(enam) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.85 dan mutu pelayanan
berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.12.16 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 GUNUNGKIDUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 421/021 Layanan Informasi Layanan Informasi 84,7 80.80
Publik
2 29-Mar-19 Layanan Pengaduan Layanan 77
Pengaduan
3 Penerimaan Peserta Layanan 81,4
Didik Baru Penerimaan Siswa
Baru
4 Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan 81,13
5 Layanan Ijin Layanan Ijin 79,75
Penelitian dan Penelitian Dan
Observasi Observasi

Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.80 dan mutu pelayanan
berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.13 DINAS KEBUDAYAAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/1626 Layanan Informasi Layanan Informasi 79,00 80,49
8 Tahun Publik
2019
2 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 82,24
Pengaduan
3 Layanan Wajib Jenis Pelayanan 88,40
Kunjung Museum WKM
4 Layanan Rekomendasi Rekomendasi IMB 72,33
Izin Mendirikan
Bangunan

Dinas Kebudayaan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 4
(empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.49 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.13.1 TAMAN BUDAYA
Tabel perbandingan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di Survei IKM jenis layanan

Standar Pelayanan Survei IKM

No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 188/0062 Layanan Sewa Gedung Layanan Sewa 84.54 85.58

2 Tahun Gedung
2019
2 10-Mei-19 Layanan Informasi Layanan Informasi 78.72
Publik Publik
3 Layanan Pengaduan Layanan 93.50
Pengaduan

Taman Budaya sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 3 (tiga)
(empat) jenis layanan dan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85.58 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.13.2 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0112 Layanan Informasi Layanan Informasi 84,52 82,86
0 Publik Publik
2 01-Apr-19 Layanan Pengaduan Layanan -
Pengaduan
3 Layanan Penelitian/ Layanan Penelitian/ 83,08
Kajian/Tugas Kuliah/ Kajian/ Tugas
Tugas Sekolah Kuliah/ Tugas
Sekolah
4 Layanan Kunjungan Layanan Kunjungan 83,03
Museum Museum
5 Layanan Praktek Keja Layanan 83,50
Lapangan/Magang PKL/Magang
6 Layanan Kunjungan Layanan Kunjungan 80,16
Perpustakaan Perpustakaan

Museum Negeri Sonobudoyo sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.86 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.14 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0511 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 79,75 81,88
6 Tahun Publik Informasi publik
2019
2 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
Pengaduan
3 Perizinan Pemanfaatan Tanah 78,93
Pemanfaatan Tanah Desa
Desa
5 Penanganan Penanganan 89,65
Permasalahan Permasalahan
Pertanahan Pertanahan
6 Permohonan Pemanfaatan Tanah 79,2
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Kasultanan dan Kadipaten
Tanah Kadipaten
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Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan
tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.88 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.15 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0289 Layanan Informasi Pelayanan Publik 80,67 80,42
0 Publik

2 13-Mei-19 Layanan Pengaduan Layanan -
Pengaduan

3 Fasilitasi Dana Bergulir Fasilitasi Dana 76,93

Serta Pendampingan Bergulir Serta

Pendampingan

5 Pelayanan PLUT 83,65
KUKM

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 3 (tiga) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan
survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut
dan 1 (satu) jenis layanan yang telah disurvei belum ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,42 dan mutu pelayanan berkatagori B
serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0018 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 87,48 86,04
8 Publik (PPID Utama) Informasi Publik
PPID Pembantu
2 07-Jan-19 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 87,24
Publik (PPID Informasi Publik
Pembantu) PPID Utama
3 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
Pengaduan
4 Layanan Pengadaan Pengadaan 83,40
Barang/Jasa Secara Barang/Jasa Secara
Elektronik Elektronik

Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3
(tiga) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.04 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM

No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 188/0314 Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan 86,82 86,40

5/ DAGLU SKA Surat Keterangan
TAHUN Asal (SKA)
2019
2 02-Mei-19 Layanan Informasi Layanan Informasi 86,74
Publik Publik
3 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 85,64

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3
(tiga) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.40 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.17. 1 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0080 Konsultasi Teknis dan IKM Konsultasi 79,64 78,73
1/1v/2019 Informasi Teknis dan
Informasi
2 30-Apr-19 Rekayasa dan Produksi IKM Rekayasa dan 79,66
Produksi
3 Kemasan dan Produk IKM Kemasan dan 76,88
Kulit Produk Kulit
4 Pengelolaan IKM Pengaduan -
Pengaduan

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 3 (tiga) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan
tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78.73 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.17.2 BALAI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/0039 Layanan Rekomendasi Rekomendasi IKM/ 88,42 88,54
2 Tahun IKM/UKM UKM
2019
2 13-Mei-19 Fasilitasi Hak 88,62
Layanan Fasilitasi HKI Kekayaan
Intelektual
3 . Konsultasi 88,72
Layanan I_(onsulta5| Kekayaan
/Advokasi HKI Intelektual
4 Layanan Lisensi Co Lisensi Co Branding 88,38
Branding

Balai Pelayanan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan

yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang
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ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.54

dan mutu pelayanan berkatagori A serta memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.18 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

Standar Pelayanan Survei IKM
No No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 560/001 Pelayanan Waijib Layanan Wajib Lapor 87,843 83,53
75 Lapor Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
2 09/01/2 Penerbitan Laporan Penerbitan Surat 84,282
019 Hasil Pemeriksaan & Keterangan
Pengujian Peralatan Memenuhi
K3 dan Surat Persyaratan(K3) &
Keterangan atas Pengujian Berkala
Pemenuhan Alat (K3)
Persyaratan K3
3 Penerbitan Surat Penerbitan Surat -
Persetujuan Persetujuan
Penempatan Tenaga Penempatan Tenaga
Kerja Antar Kerja Kerja Antar Kerja
Lokal (SPP Lokal) Lokasi (SPP-AKL)
4 Rekomendasi Rekomendasi 74,709
Rekruitmen dan Rekruitmen dan
Seleksi Calon Tenaga Seleksi Calon Kerja
Kerja Antar Kerja Antar Kerja Antar
Antar Daerah (AKAD) Daerah (AKAD)
5 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga 85,866
Pelatihan Kerja (LPK) Pelatihan Kerja
6 Surat Pengantar Surat Pengantar 88,916
Rekrut (SPR) Rekrut (SPR)
7 Layanan Informasi Layanan Informasi 81,469
Publik Publik
8 Layanan Pengaduan Pengaduan 81,474

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 8 (delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 7 (tujuh) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan
survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.53 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.18.1 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM

No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM

IKM
1 903/26 Pelayanan Pelatihan Jenis Pelayanan 83,82 83,17
63 Keterampilan bagi Pelatihan Keterampilan
Pencari Kerja bagi Pencari Kerja

2 20- Layanan Informasi Jenis Pelayanan 84,85

Mar-19 Publik Informasi Publik
3 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 80,85

Pengaduan

Balai Latihan Kerja Dan Pengembangan Produktivitas sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan  dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 83.17 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan
Baik.

3.18.2 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 480/000 Pelayanan Pengujian IKM Pengujian 81,94 82,91
96 Lingkungan
Kesehatan Kerja
2 09-Jan- Pelatihan IKM Pelatihan 83,88
19 Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3 Pelayanan IKM Pemeriksaan 85,05
Pemeriksaan Kesehatan
Kesehatan Kerja
4 Layanan Informasi IKM Informasi Publik 84,83
Publik
5 Layanan Pengaduan IKM Pengaduan 78,83

Balai Latihan Kerja Dan Pengembangan Produktivitas sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 5 (lima) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.91
dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.19 DINAS PARIWISATA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/021 Pelayanan Informasi Layanan Informasi 85,28 83,34
72 Pariwisata Pariwisata
2 29-Mar- Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 81,4
19

Dinas Pariwisata sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2

(dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis

layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.34 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.20 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 12433 Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi 85,80 87,07
Tahun Magang Dan Magang dan
2019 Pelayanan Pelayanan
Kepustakaan Kepustakaan
2 08/08/2 Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi 87,73
019 Data Sarana Dan Data Sarana dan
Prasarana Serta Prasarana serta
Informasi Data Informasi Data
Produksi Tanaman Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura, Pangan, Hortikultura
dan Peternakan dan Peternakan
3 Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi 84,43
Data Jaringan Irigasi Data Jaringan Irigasi
Dan Informasi Data dan Informasi Data
Penggunaan Lahan Pengguna Lahan
4 Pelayanan Regristrasi Pelayanan Registrasi 83,88
Lahan Usaha Lahan Usaha
Hortikultura Hortikultura
5 Pelayanan Pelayanan 84,73
Rekomendasi Rekomendasi
Pemasukan/ Pemasukan/
Pengeluaran Ternak Pengeluaran Ternak
Hewan Kesayangan Hewan Kesayangan
Serta Produk Asal serta Produk Asal
Hewan Hewan
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No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
6 Pelayanan Sertifikasi Pelaksanaan 92,95
Dan Surveilans Nomor Sertifikasi dan
Kontrol Veteriner (Nkv) Surveilans Nomor
Unit Usaha Pangan Kontrol (NKV) Unit
Asal Hewan Yang Usaha Pangan Asal
Memenuhi Syarat Hewan yang
Memenuhi Syarat
7 Informasi, Konsultasi, Informasi, 85,11
Diseminasi dan Konsultasi,
Promosi Kegiatan Deseminasi dan
Perbenihan/Perbibitan Promosi Kegiatan
Perbenihan/
Perbibitan
8 Pelayanan Registrasi Pelayanan Registrasi 89,10
Pangan Daerah (PD) Pangan Daerah (PD)
9 Pelayanan Sertifikasi Pelayanan Sertifikasi 86,63
Prima 2 dan 3 Prima 2 dan 3
10 Pelayanan Registrasi Pelayanan Registrasi 87,31
Rumah Kemas Rumah Kemas
11 Sertifikasi Jaminan Sertifikasi Jaminan 90,20
Mutu Biji Kakao (SJM- Mutu Biji Kakao
BK) dan Surat (SIM-BK) dan Surat
Keterangan Keterangan
Kesesuaian Mutu Kesesuaian Mutu
(SKKM) (SKKM)
12 Informasi dan Informasi dan 87,00
Pembeliaan Komoditas Pembeliaan
Pangan di Toko Tani Komoditas Pangan di
Indonesia Center Toko Tani Indonesia
Center
13 Pelayanan Pengaduan Pelayanan -
Pengaduan

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 13 (tiga belas) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 12 (dua belas) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak
dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan
jenis layanan tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87.07 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.20.1 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU

BENIH TANAMAN PERTANIAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 0032 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 78,96 80,91
Tahun Publik Informasi Publik
2019
2 14/01/2 Pelayanan Sertifikasi Jenis Pelayanan 79,64
019 Benih Pertanian Standar Pelayanan
Tanaman Pangan Sertifikasi Benih
Dan Pertanian Tanaman
Perkebunan Pangan dan
Perkebunan
3 Pelayanan Sertifikasi Jenis Pelayanan 80,85
Benih Pertanian Standar Pelayanan
Tanaman Sertifikasi Benih
Hortikultura Pertanian Tanaman
Hortikultura
4 Study Banding Jenis Pelayanan Studi 85,64
Banding
5 Magang Jenis Pelayanan 82,17
Magang
6 Penjualan Benih Jenis Pelayanan 78,18
Penjualan Benih
7 Layanan Pengaduan
8 Pelayanan Surat
Rekomendasi Bagi
Produsen/ Pengedar
Benih Pertanian
9 Pelayanan Pengujian
Umum dan Khusus
10 Pelayanan Kultivar

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian

sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan

dengan 10 (sepuluh) jenis

layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 6 (enam) jenis layanan

tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan

nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Sedangkan 4

(empat) jenis layanan tidak dilaksanakan survei. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) 80.91 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan

Baik.
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3.20.2 BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 | 061/05114 Penyelenggaraan Jenis Pelayanan 87,38 90,98
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Pelatihan Pertanian bagi aparatur/non
bagi aparatur
Aparatur

2 15/04/201 Penyelenggaraan

9 Pendidikan dan

Pelatihan Pertanian
bagi
Non Aparatur

3 Penyelenggaraan Jenis Pelayanan 90,03
Penyuluhan Penyuluhan Pertanian
Pertanian

4 Layanan Jenis Pelayanan 94,6
Pengaduan Pengaduan

5 Jenis Pelayanan 91,91

Informasi publik
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sudah menyusun dan

menetapkan Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan
tidak dilaksanakan survei dan 1 (satu) jenis layanan yang disurvei belum ditetapkan
dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90.98 dan mutu

pelayanan berkatagori A serta memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.20.3 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK

KEHEWANAN
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM
No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 067/018 Layanan Pengujian Jenis Pelayanan 82,70 82,91
49/1v/ Laboratorium Pengujian Lab
2019 Kesehatan Hewan Keswan
2 01-Apr- Layanan Pengujian Jenis Pelayanan 83,53
19 Laboratorium Pengujian Lab
Kesehatan Kesmavet
Masyarakat
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No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
3 Layanan Penjualan Jenis Pelayanan 82,96
Ternak Bibit Penjualan Ternak
Bibit
4 Layanan Penjualan Jenis Pelayanan 84,43
Semen Beku Penjualan Semen
Beku
5 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 84,11
Informasi Publik
6 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 79,75
Keluhan Pengaduan Keluhan

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan sudah menyusun
dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 6 (enam) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 82.91 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit

pelayanan Baik.

3.20.4 BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 00095 Penyajian Data Penyediaan data OPT 88,28 80,00
Tahun Serangan OPT dan dan DPI
2019 Dampak Perubahan
Iklim
2 15-Jan- Penyediaan Agens Penyediaan Agensia 76,45
19 Hayati Hayati
3 Pelayanan Klinik Klinik Tanaman 73,03
Tanaman
4 Gerakan Pengendalian OPT 73,56
Pengendalian OPT
5 Pengujian Mutu Pengujian Residu 85,38
Pestisida Pestisida

Balai Proteksi Tanaman Pertanian sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5
(lima) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.00 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/ Layanan Ijin Pra Ijin Kegiatan 87,91 87,91

12087 Penelitian, Ijin
Laboratorium, Ijin
Camping Ground, Ijin
Kunjung Ke Pabrik
UPMKP, Prakek Kerja
Lapangan (PKL)

2 19-Mar- Layanan Pengaduan
19
3 Layanan Informasi
Publik

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1
(satu) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak
sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan
sedangkan 2 (dua) jenis layanan lainnya belum dilaksanakan survei. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,91 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.

3.21.1 BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

N Standar Pelayanan Survei IKM

o] No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 188/ Pengujian Parameter Pengujian Parameter 72,30 76,57

03820 Kualitas Lingkungan Kualitas Lingkungan
2 26-Feb-19 Layanan Informasi Layanan Informasi 80,85
Publik Publik
3 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -

Balai Laboratorium Lingkungan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 76.57 dan mutu pelayanan berkatagori C serta memiliki

kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

53



3.21.2 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) YOGYAKARTA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/007 Penjualan Hasil Jenis Pelayanan 82,5 84,50
70 Hutan Bukan Kayu Penjualan Hasil
Hutan Bukan Kayu
2 06-Mei- Kerja Sama Jenis Pelayanan 88,5
19 Pemanfaatan Jasa Kerja Sama
Lingkungan Wisata Pemanfaatan Jasa
Alam Lingkungan Wisata
Alam
3 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 82,5
Publik Informasi Publik
4 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
Pengaduan
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta sudah menyusun dan

menetapkan Standar Pelayanan

dengan 4 (empat)

jenis layanan dan sudah

melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan
tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.50

dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.21.3 BALAI PENGELOLAAN SAMPAH D1Y

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 188/004 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 74,54 74,00

17 Publik Informasi Publik
2 25-Apr- Layanan Jasa Jenis Pelayanan Jasa 73,46

19 Pembuangan Pembuangan

Sampah Sampah

3 Layanan Pengaduan Pengaduan -

Balai Pengelolaan Sampah DIY sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak

ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
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Kepuasan Masyarakat (IKM) 74.00 dan mutu pelayanan berkatagori C serta memiliki

kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

3.21.4 BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/006 Izin penggunaan IKM Izin penggunaan 76,81 77,12
72 Camping Ground Camping Ground
2 15/05/2 Izin pengambilan IKM Izin pengambilan 77,00
019 dokumentasi dokumentasi komersial
komersial dalam dalam bentuk foto
bentuk foto
3 Izin pembuatan film IKM Izin pembuatan 74,25
dan /atau video Klip film dan /atau video
dalam bentuk klip dalam bentuk
dokumenter, film dokumenter, film
komersial, dan film komersial, dan film
promaosi promosi
4 Izin ekspedisi/ IKM 1Izin ekspedisi/ 76,66
petualangan petualanga
5 Standar Pelayanan IKM Standar 76,86
Informasi Pelayanan Informasi
6 Standar Pelayanan IKM Standar 81,13
Pengaduan Pelayanan Pengaduan

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 6 (enam) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.12 dan

mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.21.5 BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/006 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 88,63 88,35
07 Publik Informasi Publik
2 30-Apr- Layanan Bantuan Jenis Pelayanan 87,48
19 Bibit Tanaman Bantuan Bibit
Kehutanan Tanaman Kehutanan
3 Layanan Penerimaan Jenis Pelayanan 88,92
Tamu Penerimaan Tamu
4 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -
Pengaduan
5 Layanan Layanan Rekomendasi -
Rekomendasi Sertifikasi Benih/Bibit/
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No

Standar Pelayanan

Survei IKM

No/Tgl

Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan

Nilai
IKM

IKM

Sertifikasi
Benih/Bibit/Sumber
Benih dan Penetapan
Pengada/Pengedar
Benih/Bibit Terdaftar
Tanaman Kehutanan

Sumber Benih dan
Penetapan Pengada/
Pengedar Benih/ Bibit
Terdaftar Tanaman
Kehutanan

Balai Perbenihan Kehutanan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.35 dan mutu pelayanan berkatagori A serta memiliki
kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.22 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/023 Penerbitan Laporan IKM Penerbitan 88,72 88,93
08 Hasil Uji (LHU) Laporan Hasil Uji
2 02-Apr- Pelayanan IKM Layanan 89,68
19 PKL/Magang dan PKL/Magang dan
Kunjungan Kunjungan
3 Layanan Informasi IKM Layanan 88,39
Publik dan Konsultasi Informasi Publik dan
Konsultasi
4 Layanan Pengaduan IKM Layanan -
Pengaduan

Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.93 dan mutu pelayanan berkatagori A serta memiliki

kinerja unit pelayanan Sangat Baik.
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3.22.1 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 Pemesanan Jenis Layanan 86,21 88,63
Induk/Benih Pembelian Induk/
Benih
2 Apr-19 Pelayanan PKL, Jenis Layanan PKL, 88,61
Magang, Prakerin, Magang,Prakerin dan
dan Penelitian Penelitian
3 Pelayanan Jenis Layanan 88,57
Laboratorium Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Kesehatan Ikan
Lingkungan
4 Layanan Informasi Jenis Layanan 89,96
Publik dan Konsultasi Informasi dan
Konsultasi
5 Layanan Pengaduan Jenis Layanan 89,83
Pengaduan

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 5 (lima) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.63 dan mutu pelayanan
berkatagori A serta memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.22.2 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188.4/0 Layanan Kedatangan IKM pelayanan 85,48 81,83
0786 Kapal Kedatangan
2 22-Apr- Layanan IKM pelayanan 86,88
19 Keberangkatan Kapal Keberangkatan
3 Layanan Pengaduan IKM pelayanan 76,80
Pengaduan
4 Layanan Informasi IKM pelayanan 78,15
Publik Informasi

Pelabuhan Perikanan Pantai sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
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2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat)
jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak semua
sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.83 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.23 DINAS KESEHATAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 446/034 Layanan Informasi Layanan Informasi 81,4 82,08
50 Publik Publik
2 10-Mei- Legalisasi ijazah yang | jenis layanan Legalisir 82,68
19 dikeluarkan oleh Ijazah yang
Kementerian dikeluarkan
Kesehatan RI Kementerian
Kesehatan
3 Pelayanan Surat Jenis Layanan 80,94
Tanda Registrasi Pembuatan STRTTK
Tenaga Teknis
Kefarmasian
(STRTTK)
4 Pelayanan Legalisasi Jenis Layanan Legalisir 83,26
STRTTK dan STR STR non dokter/dokter
Tenaga Kesehatan gigi/farmasi.
Non Dokter, Non
Dokter Gigi, dan Non
Farmasi
5 Layanan Pengaduan

Dinas Kesehatan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 5
(lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak semua sama
dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan.
Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 82.08 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit

pelayanan Baik.
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3.23 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN KALIBRASI

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 449/011 Pelayanan IKM Pel.Pemeriksaan 90,77 90,50
14/C.3 Pemeriksaan Lab
Laboratorium
2 21-Mar- Pelayanan Penunjang IKM Pelayanan 91,83
19 Penunjang
3 Pelayanan IKM Pel. Admint dan 90,91
Administrasi dan Managemen
Managemen
4 Pelayanan Kalibrasi IKM Pel. Kalibrasi Alkes 90,98
Alat Kesehatan
5 Pelayanan informasi IKM Pel.Informasi 89,72
Publik Publik
6 Pelayanan IKM Pelayanan 88,79
Pengaduan Pengaduan

Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Kalibrasi sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 6 (enam) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 6 (enam) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 90.50 dan mutu pelayanan berkatagori A serta memiliki kinerja unit

pelayanan Sangat Baik.

3.23.2 BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/001 Pelayanan Pelatihan Pelayanan Pelatihan 81,79 80,45
01
2 07-Jan- Pelayanan Non Pelayanan Non 83,97
19 Pelatihan Pelatihan
3 Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang 82,50
Pelatihan Pelatihan
4 Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi 79,75
Publik Publik
5 Pelayanan Pelayanan Pengaduan 74,25
Pengaduan

Balai Pelatihan Kesehatan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan

dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
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sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 5 (lima) jenis

layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.45 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.23.3 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 440/015 Pelayanan Verifikasi Verifikasi 88,53 84,44
36 Kepesertaan Kepesertaan
2 15-Apr- Pelayanan Verifikasi Verifikasi Pelayanan 81,09
19 Pelayanan Jaminan Jaminan Kesehatan
Kesehatan
3 Pelayanan Verifikasi Verifikasi 80,61
Pembayaran Klaim Pembayaran Klaim
Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan
4 Layanan Informasi Informasi Publik 85,8
Publik
5 Pelayanan Layanan Pengaduan 86,17
Pengaduan

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 5 (lima) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.44 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.23.4 RUMAH SAKIT JIWA GHRASIA
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/035 Pelayanan Gawat Gawat Darurat 80,869 80,42
34 Darurat
2 17-Jun- Pelayanan Rawat Rawat Jalan 79,834
19 Jalan
3 Pelayanan Rawat Rawat Inap 84,340
Inap
4 Pelayanan Rekam Rekam Medis 79,896
Medis
5 Pelayanan Farmasi Farmasi 79,060
6 Pelayanan Laboratorium 79,824
Laboratorium
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No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

7 Pelayanan Radiologi Radiologi 82,683

8 Pelayanan Gizi Gizi 73,192

9 Pelayanan Diklatlitbang 79,977
Diklatlitbang

10 Pelayanan Informasi Informasi Publik 79,063
Publik

11 Pelayanan Pengaduan 77,000
Pengaduan

12 Pelayanan Kassa Kassa 83,400

13 Fisioterapi 86,328

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 12 (dua belas) jenis layanan dan sudah melaksanakan
survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 12 (dua belas) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan yang
disurvei belum ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 80.42 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit

pelayanan Baik.

3.23.5 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/135 Layanan Pendaftaran Pendaftaran 70,98 80,04
6
2 08-Mei- Layanan Rawat Jalan Rawat Jalan 72,61
19

3 Layanan Gawat uUGD 82,80
Darurat

4 Layanan Rawat Inap Rawat Inap 85,17

5 Layanan Intervensi 82,92
Intervensi/Bedah bedah/tindakan

6 Laboratorium Laboratorium 78,93

7 Radiologi Radiologi 80,17

8 Farmasi Farmasi 79,73

9 Fisioterapi Fisioterapi 81,41

10 Layanan Gizi Pelayanan Gizi 78,21

11 Layanan Informasi informasi 80,58

12 Layanan Pengaduan pengaduan 75,35

13 Layanan Konseling layanan konseling 79,29

14 Layanan Ijin Ljin Penelitian 92,40
Penelitian

Rumah Sakit Paru Respira sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan

dengan 14 (empat belas) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
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masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 14
(empat belas) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.04 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.24 DINAS SOSIAL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 440/ Layanan Informasi Permohonan 86,78 84,91
01536 Publik Informasi Publik
2 15-Apr- Layanan Pengaduan Pengaduan 90,06
19
3 Layanan Pembuatan Ijin Penelitian dan 88,29
Surat Pengantar PKL
Penelitian dan PKL
4 Pelayanan Ziarah di Ziarah di TMPN 82,19
TMPN Kusumanegara Kusumanegara
5 Pemulangan Orang Pemulangan Orang 85,56
Terlantar Kehabisan Terlantar Kehabisan
Bekal Bekal
6 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial 78,94
Bagi Eks Penyandang Bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial Penyakit Sosial
Penanganan Penanganan Gepeng
Gelandangan melalui RPS (Camp
Pengemis melalui Assesment)
Rumah Perlindungan
Sosial
7 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial 88,39
Bagi Eks Penyandang Bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial Penyakit Sosial
Shelter ODHA melalui Shelter ODHA
8 Proses Pengangkatan Pengangkatan Anak 88,00
Anak
9 Visum Jenazah 81,13
Terlantar
10 Bantuan Biaya 79,75
Pemakaman Jenazah
Terlantar

Dinas Sosial sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 8
(delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 10 (sepuluh) jenis

layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan yang disurvei belum ditetapkan dalam
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Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.91 dan mutu

pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.24.1 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 461/004 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 76,68 77,46
00 Publik Informasi Publik
2 15-Mei- Layanan Rehabilitasi Jenis Pelayanan 77,8
19 Sosial Rehabilitasi Sosial
3 Layanan Rehabilitasi Jenis Pelayanan 77,9
Medik Rehabilitasi Medik
4 Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 78,05
Pengaduan

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 4 (empat) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.46 dan

mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.24.2 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM

No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM

IKM

1 188 / Layanan Informasi Informasi Publik - 81,41

00827 Publik
2 06-Apr- Layanan Pengaduan Pengaduan -

19
3 Rehabiltasi Sosial Rehabilitasi Sosial 82,24
4 Rumah Perlindungan Rumah Perlindungan 78,10
dan Trauma Center dan Trauma Center

5 Wisma Bunda Wisma Bunda 83,33
6 Konsultasi Psikososial Konsultasi Psikososial 80,86
7 Sertifikasi Eks Binaan Sertifikasi Eks Binaan 80,85
8 Pelayanan Kemitraan Pelayanan Kemitraan 83,11

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 8 (delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 6 (enam) jenis layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan
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tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.41 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.24.2 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/ Perlindungan Sosial, IKM Pelayanan Bina 82,81 81,90
00278 Jaminan Sosial dan Karya
Rehabilitasi Sosial
Penyandang

Disabilitas Mental
(Eks Psikotik )

2 01-Feb- Perlindungan Sosial, IKM Pelayanan Bina 82,42
19 Jaminan Sosial dan Laras
Rehabilitasi Sosial
Gelandangan dan

Pengemis

3 Layanan Informasi IKM Informasi Publik 77,88
Publik

4 Layanan Pengaduan IKM Pengaduan 84,51

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sudah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 4 (empat) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.90
dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.24.3 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 465/010 Layanan Informasi IKM Layanan Informasi 88,29 88,37
5 Publik
2 25-Mar- Layanan Pengaduan IKM Layanan 88,42
19 Pengaduan
3 Layanan IKM Layanan 88,39
Perlindungan dan Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi
Remaja Bermasalah
Sosial dan Anak
yang Berhadapan
dengan Hukum
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Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 3 (tiga) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.37 dan mutu pelayanan

berkatagori A serta memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

3.24.4 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/000 Perlindungan, Jenis Pelayanan Anak 85,64 85,51
11 Pengasuhan dan Terlantar
Pengembangan Anak
Terlantar
2 02/01/2 Perlindungan, Jenis Pelayanan Balita 82,21
019 Pengasuhan dan Terlantar
Pengembangan
Balita Terlantar
3 Perlindungan, Jenis Pelayanan Anak 88,69
Pengasuhan dan Memerlukan
Rehabilitasi Sosial Perlindungan Khusus
bagi Anak Yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
(AMPK)
4 Layanan Informasi Layanan Informasi -
Publik Publik
5 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -

Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 3 (tiga) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan
survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85.51 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.
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3.24.5 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/012 Program Pelayanan IKM Program 72,88 81,74
78 Khusus Pelayanan Khusus
2 15-Mei- Program Pelayanan IKM Program 88,34
19 Reguler Pelayanan Reguler
3 Layanan Pengaduan IKM layanan -
Pengaduan
4 Layanan Informasi IKM Pelayanan 76,29
Publik Informasi Akademis
5 Fasilitasi Penelitian IKM Pelayanan 89,45
dan Pengembangan Informasi Masyarakat
Perguruan Tinggi/
Lembaga
Kemasyarakatan/
Tenaga
Kesejahteraan Sosial
untuk Kegiatan
Penelitian

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sudah menyusun dan menetapkan Standar

Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 4

(empat) jenis layanan tetapi nhomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan survei tidak

semua sama dengan

nomenklatur jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar

Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan

tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.74 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.

3.25 DINAS PERHUBUNGAN
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/168 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 76,70 76,70
0 Informasi Publik
2 14-Mei- Layanan Pengaduan Jenis layanan -
19 pengaduan

Dinas Perhubungan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2

(dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019




tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 76.70 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.

3.25.1 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 551/005 Layanan Informasi Layanan Informasi 81,68 78,60
81 Publik Publik
2 2019 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 76,73
3 Layanan Angkutan Layanan Angkutan 76,87
Umum Umum
4 Layanan Tempat Layanan Tempat 79,15
Khusus Parkir Khusus Parkir

Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 4 (empat) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78.60 dan

mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.26 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/103 Layanan Informasi Layanan Informasi 83,66 78,59
78/ Publik Publik
Tahun
2019
2 2019 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Izin Usaha
Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Penyediaan Listrik Listrik Untuk
untuk Kepentingan Kepentingan Sendiri
Sendiri (Izin Operasi (Izin Operasi, Surat
Surat Keterangan Keterangan Terdaftar
Terdaftar dan Surat dan Surat Lapor);
Lapor)
3 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
Listrik




No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

4 Layanan Pemberian Pemberian Nomor -
Nomor Registrasi Registrasi Sertifikat
Sertifikat Laik Laik Operasi (SLO);
Operasi

5 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Penerbitan Surat
Penerbitan Surat Penugasan Lembaga
Penugasan Lembaga Inspeksi Teknis
Inspeksi Teknis Terakreditasi;
Terakreditasi

6 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Penerbitan Surat
Penerbitan Surat Penunjukan Lembaga
Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis;
Inspeksi Teknis

7 Rekomendasi 1zin Rekomendasi Teknis -
Usaha Penyediaan Izin Usaha
Tenaga Listrik untuk Penyediaan Tenaga
Kepentingan Umum Listrik untuk
(IUPTL) Kepentingan Umum;

8 Rekomendasi Izin Rekomendasi Teknis 77,00
Pemanfaatan izin jaringan untuk
Jaringan untuk telekomunikasi,
Telekomunikasi, multimedia dan
multimedia dan informatika
informatika

9 Rekomendasi Teknis Rekomendasi Teknis -
Izin Usaha Niaga Izin Usaha Niaga
Bahan Bakar Nabati Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) sebagai (Biofuel);
Bahan Bakar Lain

10 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis 76,73
Rekomendasi Teknis Izin
Izin Pengeboran/ Pengeboran/Penggali
Penggalian Air Tanah an Air Tanah

11 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Pemakaian/
Izin Pemakaian / Pengusahaan Air
Pengusahaan Air Tanah dari Sumur
Tanah dari Sumur Gali/ Pantek;
Gali/ Pantek

12 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -

Rekomendasi Teknis
Izin Pemakaian /
Pengusahaan Air
Tanah dari Sumur
Bor

Pemakaian /
Pengusahaan Air
Tanah dari Sumur
Bor;
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No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
13 Layanan Pemberian Pemberian 77,92
Rekomendasi Teknis Rekomendasi Teknis
Izin Perusahaan Izin Perusahaan
Pengeboran Air Pengeboran Air
Tanah (SIPPAT) Tanah (SIPPAT)
14 Layanan Pemberian Pemberian 79,48
Rekomendasi Teknis Rekomendasi Teknis
Surat Ijin Juru Bor Surat Ijin Juru Bor
(S11B) (S11B)
15 Layanan Pemberian Rekomendasi Teknis -
Rekomendasi Teknis Kesesuaian
Kesesuaian Permohonan Wilayah
Permohonan Wilayah Izin Usaha
Izin Usaha Pertambangan
Pertambangan (WIUP) dan Izin
(WIUP) Dengan Pertambangan
Sistem Informasi Rakyat
Pertambangan (IPR)Terhadap
Terintegrasi Nasional Sistem Informasi
Pertambangan
Terintegrasi
Nasional;
16 Layanan Persetujuan Persetujuan -
Dokumen Dokumen Eksplorasi
Pelaksanaan yang meliputi
Kegiatan Eksplorasi Persetujuan Laporan
Dan Dokumen Rencana Kerja dan
Pelaksanaan Anggaran Biaya
Kegiatan Operasi (RKAB), Laporan
Produksi Eksplorasi, Laporan
Studi Kelayakan,
Laporan Rencana
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kegiatan
Operasi Produksi,
Laporan Rencana
Reklamasi dan
Rencana
Pascatambang, dan
Laporan Rencana
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar.
17 Layanan Pemberian Pemberian 76,73
Rekomendasi Teknis Rekomendasi Teknis
Izin Usaha Izin Usaha

Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi
Khusus Untuk
Pengolahan

Dan/Atau Pemurnian

Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi
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No

Standar Pelayanan

Survei IKM

No/Tgl

Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan

Nilai
IKM

IKM

18

Layanan Pemberian
Rekomendasi Teknis
Izin Usaha Jasa
Pertambangan (IUJP)

Pemberian
Rekomendasi Teknis
Izin Usaha Jasa
Pertambangan (IUJP)

78,24

19

Layanan Pengesahan
Kepala Teknik
Tambang (KTT)

Pengesahan Kepala
Teknik Tambang
(KTT);

20

Penerbitan Kartu
Pengawas
Operasional (KPO)

Penerbitan Kartu
Pengawas
Operasional (KPO)

78,83

21

Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan

78,74

22

Layanan Pemberian
Rekomendasi Teknis
Kesesuaian
Permohonan Izin
Pertambangan
Rakyat (IPR)
Terhadap Sistem
Informasi
Pertambangan
Terintegrasi Nasional

23

Layanan Pemberian
Rekomendasi Teknis
Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi
Untuk Penjualan

24

Layanan Pemberian
Rekomendasi Teknis
Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi
Khusus Untuk
Pengangkutan Dan
Penjualan

25

Rekomendasi Teknis
Izin Penggalian Air
Tanah;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 24 (dua puluh empat) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 9 (sembilan) jenis layanan tetapi nomenklatur jenis

layanan yang dilaksanakan survei tidak semua sama dengan nomenklatur jenis
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layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan. Sedangkan 13 (tiga belas) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan tersebut dan 2 (dua) jenis layanan lainnya tidak
dilaksanakan survei.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78.59 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.26.1 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/007 Layanan Pengujian Layanan Pengujian 79,94 79,94
45/2019
2 31-Mei- Layanan Informasi Layanan Informasi -
19 Publik Publik
3 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -

Balai Pengembangan Jasa Konstruksi sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1
(satu) jenis layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.94 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.26.2 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR
MINUM PERKOTAAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/128 Layanan Informasi Layanan Informasi 77,92 73,30
0 Publik Publik
2 15-Mei- Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -
19
3 Pembuangan Lumpur Pembuangan Lumpur 73,22
Tinja Tinja
4 Pemenuhan Pemenuhan 68,75
Kebutuhan Air Kebutuhan Air Minum
Minum Curah Lintas Curah Lintas Kab/Kota
Kabupaten/ Kota

Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan sudah menyusun

dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah
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melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan
tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 73.30

dan mutu pelayanan berkatagori C serta memiliki kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

3.26.3 BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ESDM
WILAYAH SLEMAN, YOGYAKARTA, DAN GUNUNGKIDUL

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 061/007 Layanan Informasi Layanan Informasi 82,009 85,92
27 Publik Publik
Tahun
2019
2 Mar-19 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 89,833
Perizinan Energi dan Perizinan Energi dan
Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan
Gunungkidul sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2 (dua)
jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis layanan. Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85.92 dan mutu pelayanan berkatagori B serta

memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.26.4 BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ESDM
WILAYAH BANTUL DAN KULON PROGO

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 060/001 Layanan Informasi Pelayanan Informasi 77,786 77,7

13 Publik Publik 9
2 01-Feb- Layanan Pengaduan Pelayanan Pengaduan 77,793

19 Pengawasan dan Pengawasan dan

Pengendalian Pengendalian Perizinan

Perijinan Energi dan Energi Sumber Daya
Sumber Daya Mineral Mineral (energi,

( Energi, Geologi, Air Geologi, Air Tanah dan
Tanah, dan Pertambangan)
Pertambangan )
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Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo
sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan
dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis layanan. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.79 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.

3.27 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 71/KEP/ Layanan Informasi Layanan Informasi 77,46 78,66
2019 Publik Publik
2 01-Apr- Layanan Informasi Layanan Informasi 77,02
19 Arsip Arsip
3 Layanan Peminjaman Layanan Peminjaman 80,17
Arsip Arsip
4 Layanan Reproduksi Layanan Reproduksi 79,97
Arsip Arsip
5 Layanan Loker Layanan Loker 79,11
Penitipan Penitipan
6 Layanan Konsultasi Layanan Konsultasi 78,27
Kearsipan Kearsipan
7 Layanan Pemasyarakatan Arsip 80,85
Pemasyarakatan
Arsip
8 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan 76,45

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 8 (delapan) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 8 (delapan) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78.66 dan

mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.27.1 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 Nomor Layanan Informasi Layanan Informasi 83,33 83,18
10 dan Aduan Masyarakat dan Aduan
Tahun Masyarakat
2019
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No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
2 21-Jun- Layanan Kunjungan Layanan Kunjungan 88,14
19 Perpustakaan / Wisata Perpustakaan /
Pustaka Wisata Pustaka
3 Layanan Surat Layanan Surat 89,93
Keterangan Bebas Keterangan Bebas
Pustaka Pustaka
4 Layanan Keanggotaan Layanan 89,93
Perpustakaan Keanggotaan
Perpustakaan
5 Layanan Loker Layanan Loker 81,26
Penitipan Penitipan
6 Layanan Sirkulasi Layanan Sirkulasi 78,43
(Peminjaman dan (Peminjaman dan
Pengembalian) Pengembalian)
7 Layanan Baca di Layanan Baca di 82,00
Tempat Tempat
8 Layanan Digital Layanan Digital 81,99
9 Layanan Bioskop 6 D Layanan Bioskop 6 D 89,79
10 Layanan Pemutaran Layanan Pemutaran 84,01
Film Audio Visual Film Audio Visual
11 Layanan Perpustakaan Layanan 81,54
Keliling Perpustakaan Keliling
12 Layanan Paket Buku Layanan Paket Buku 81,40
13 Layanan Unit Jogja Layanan Jogja 81 ,40
Library Center Library Center
Malioboro Malioboro
14 Layanan Rumah Layanan Rumah 80,58
Belajar Modern (RBM) Belajar Modern
Sewon (RBM) Sewon
15 Layanan Pojok Baca Layanan Pojok Baca 81,40
16 Layanan Bermain Layanan Bermain 80,44
Anak-anak Anak-anak
17 Layanan Mendongeng Layanan 83,33
Mendongeng
18 Layanan Musik Anak Layanan Musik Anak 79,48
19 Layanan Sepatu Jolifa Layanan Sepatu 82,17
(Sistem Perpustakaan Jolifa
Terpadu JLA
Jogja Library for All)
20 Layanan Delivery
Order (Pemustaka
Istimewa)

Balai Layanan Perpustakaan sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 20 (dua puluh) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 19
(sembilan belas) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
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survei. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.18 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.28 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 188/021 Layanan Informasi Informasi publik 79,93 80,32
42 Publik
2 Layanan Pengaduan Pengaduan -
3 188/021 Layanan Pengaduan, Penanganan Korban 79,31
54 Kesehatan dan Kekerasan (RDU)
Psikologi,
Rehabilitasi

Sosial, Bantuan
Hukum, Pemulangan
dan Reintegrasi
Sosial Perempuan
dan Anak Korban

Kekerasan
4 02-Apr- Layanan Telepon Sahabat Anak 81,71
19 Telekonseling

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan
dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis layanan. Sedangkan 1
(satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 80.32 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit

pelayanan Baik.

3.29 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 Pelayanan Perizinan 83,47 83,47
dan Non Perizinan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sudah menyusun Standar Pelayanan tetapi
belum disesuaikan dengan kelembagaan yang baru dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
tetapi belum per jenis pelayanan dan hanya 1 (satu) jenis layanan.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83.47 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.30 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 00072/K Layanan Informasi Jenis Pelayanan 85,59 85,59

PTS/Ro. Publik Informasi Publik

Tapem/

2019
2 09-Jan- Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan -

19 Pengaduan

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1
(satu) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85.59 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.31 BIRO ORGANISASI SETDA DI1IY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/014 Layanan Informasi Layanan Informasi 86,22 86,22
62 Publik Publik
2 Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan -

Biro Organisasi Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,22 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki

kinerja unit pelayanan Baik.
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3.32 BIRO UMUM, HUMAS, DAN PROTOKOL SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 061/014 Layanan Informasi IKM Informasi Publik 86,73 87,81
44 Publik
2 15-Mar- Layanan Persuratan IKM Persuratan 86,48
19
3 Layanan pengajuan IKM Pengajuan 90,75
permohonan Trophy Trophy
Gubernur dan Ijin
Pencantuman Nama
Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta
4 Layanan Ijin Praktek IKM Izin PKL 87,29
Kerja Lapangan
5 Layanan Pengaduan

Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 4 (empat) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87.81 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.33 BIRO HUKUM SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM

1 188/020 Layanan Informasi IKM per jenis 80,48 80,48

44 Publik pelayanan informasi

publik

2 15/05/2 Layanan Pengaduan IKM per jenis -

019 pelayanan pengaduan

Biro Hukum Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei dikarenakan tidak
ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.48 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki
kinerja unit pelayanan Baik.
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3.34 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 480/010 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 85,77 85,68
03 Publik Informasi Publik
2 01-Apr- Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 85,59
19 Pengaduan

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY sudah menyusun
dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 85.68 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan
Baik.

3.35 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM

IKM

1 065/056 Layanan Informasi Jenis Pelayanan 80,85 81,68

12/V Publik Informasi Publik
2 02-Apr- Layanan Pengaduan Jenis Pelayanan 82,5
19 Pengaduan
3 Layanan Pengadaan Layanan Pengadaan -

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 3 (tiga) jenis layanan
dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2 (dua) jenis layanan. Sedangkan 1
(satu) jenis layanan tidak dilaksanakan survei. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 81.68 dan mutu pelayanan berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan
Baik.
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3.36 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 700/009 Penyaluran Hibah Pelayanan Posbindu 75,81 79,32
01 Keagamaan Satriya
2 08-Apr- Pelayanan Posbindu Penyaluran Hibah 82,83
19 Satriya Keagamaan
3 Layanan Informasi Layanan Informasi -
Publik Publik
4 Pelayanan Pelayanan Pengaduan -
Pengaduan

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan dengan 4 (empat) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk 2
(dua) jenis layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan tersebut.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.32 dan mutu pelayanan berkatagori B

serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik.

3.37 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY

Tabel perbandingan jenis layanan pada Standar Pelayanan dan jenis layanan yang di laksanakan SKM

No Standar Pelayanan Survei IKM
No/Tgl Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Nilai IKM
IKM
1 065/004 Layanan Informasi Jenis Layanan 82,68 82,68
70 Publik Informasi Publik
2 07-Feb- Layanan Pengaduan Jenis Layanan -
19 Pengaduan

Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 2 (dua) jenis layanan dan sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk 1 (satu) jenis layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada pengguna layanan yang memanfaatkan jenis layanan
tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.68 dan mutu pelayanan

berkatagori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik
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REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel Nilai IKM Unit Pelayanan Tahun 2019

No Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Kinerja Keterangan
Tahun 2019 Layanan Layanan
1. Paniradya Kaistimewan 84,88 B BAIK
2. Inspektorat DIY 84,45 B BAIK
3. Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat 90,62 A S’?BI\SI?T
Daerah DIY
4, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 78,20 B BAIK
DIY
5. Balai Penelitian
Pengembangan dan 83,28 B BAIK
Statistik DIY
6. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset 82,42 B BAIK
Daerah DIY
7. Kantor Pelayanan Pajak
Daerah DIY Di Bantul 78,55 B BAIK
8. Kantor Pelayanan Pajak
Daerah DIY Di Gunung 82,216 B BAIK
Kidul
9. Kantor Pelayanan Pajak
Daerah DIY Di Kulon 87,27 B BAIK
Progo
10. Kantor Pelayanan Pajak
Daerah DIY Di Sleman 84,99 B BAIK
11. Kantor Pelayanan Pajak
Daerah DIY Di Kota 80,79 B BAIK
Yogyakarta
12. Badan Kepegawaian
Daerah DIY 81,00 B BAIK
13. Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai 83,78 B BAIK
DIY
14. Badan Pendidikan dan
Pelatihan DIY 79,63 B BAIK
15. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY 82,44 B BAIK
16. Badan Penghubung
Daerah DIY 83,51 B BAIK
17. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik DIY 85,55 B BAIK
18. Satuan Polisi Pamong
Praja DIY 79,66 B BAIK
19. Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga 86,69 B BAIK
DIY
20. Balai Latihan Pendidikan
Teknik DIY 79,127 B BAIK
21. Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan 83,48 B BAIK

DIY
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No Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Kinerja Keterangan
Tahun 2019 Layanan Layanan

22. Balai Pemuda dan

Olahraga DIY 81,019 B BAIK
23. Balai Pendidikan

Menengah Kota 86,80 B BAIK

Yogyakarta
24. Balai Pendidikan

Menengah Kabupaten 82,58 B BAIK

Sleman
25. Balai Pendidikan

Menengah Kabupaten 86,81 B BAIK

Bantul
26. Balai Pendidikan

Menengah Kabupaten 81,80 B BAIK

Kulonprogo
27. Balai Pendidikan

Menengah Kabupaten 82,12 B BAIK

Gunungkidul
28. Sekolah Luar Biasa

Negeri Pembina 82,79 B BAIK

Yogyakarta
29. Sekolah Luar Biasa

Negeri 1 Yogyakarta 77,44 B BAIK
30. Sekolah Luar Biasa

Negeri 2 Yogyakarta 80,19 B BAIK
31. Sekolah Luar Biasa

Negeri 1 Bantul 80,60 B BAIK
32. Sekolah Luar Biasa

Negeri 2 Bantul 81,81 B BAIK
33. Sekolah Luar Biasa

Negeri 1 Sleman 81,70 B BAIK
34. Sekola!h Luar Biasa 84,70 B BAIK

Negeri 1 Kulonprogo
35. Sekolah Luar Biasa

Negeri 1 Gunung Kidul 82,85 B BAIK
36. Sekolah Luar Biasa

Negeri 2 Gunung Kidul 80,80 B BAIK
37. Dinas Kebudayaan DIY 80,49 B BAIK
38. Taman Budaya DIY 85,58 B BAIK
39. Museum Negeri

Sonobudoyo DIY 82,86 B BAIK
40. Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang DIY 81,88 B BAIK
41. Dinas Koperasi Usaha

Mikro, Kecil dan 80,42 B BAIK

Menengah DIY
42. Dinas Komunikasi dan

Informatika DIY 86,04 B BAIK
43. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan DIY 86,40 B BAIK
44. Balai Pengembangan

Teknologi Tepat Guna 78,73 B BAIK

DIY
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No Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Kinerja Keterangan
Tahun 2019 Layanan Layanan
45. Balai Pelayanan dan
Pengelolaan Kekayaan 88,54 A SABIX?QT
Intelektual DIY
46. Dinas T_enag_a Kerja dan 83,53 B BAIK
Transmigrasi DIY
47. Balai Latihan Kerja dan
Pengembangan 83,17 B BAIK
Produktivitas DIY
48. Balai Keselamatan dan
Kesehatan Kerja DIY 82,91 B BAIK
49. Dinas Pariwisata 83,34 B BAIK
50. Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY 87,07 B BAIK
51. Balai Pengembangan
Perbenihan dan
Pengawasan Mutu Benih 80,91 B BAIK
Tanaman Pertanian
52. Balai Pengembangan
Sumberdaya Manusia 90,98 A SANGAT
- BAIK
Pertanian
53. Balai Pengembangan
Perbibitan Ternak dan 82,91 B BAIK
Diagnostik Kehewanan
54. Balai P_rotek5| Tanaman 80,00 B BAIK
Pertanian
55. Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY 87,91 B BAIK
56. Balai Laboratorium KURANG
Lingkungan 76,57 ¢ BAIK
57. Balai Kesatuan
Pengelolaan Hutan 84,50 B BAIK
(KPH) Yogyakarta
58. Balai Pengelolaan KURANG
Sampah DIY 74,00 ¢ BAIK
59. Balai Pengelolaan
Taman Hutan Raya 77,12 B BAIK
Bunder DIY
60. Balai Perbenihan SANGAT
Kehutanan DIY 88,35 A BAIK
61. Dinas Kelautan dan
. SANGAT
Perikanan DIY 88,93 A BAIK
62. Balai Pengembangan
Teknologi Perikanan SANGAT
Budidaya DIY 88,63 A BAIK
63. Pelabuhan Perikanan
Pantai DIY 81,83 B BAIK
64. Dinas Kesehatan DIY 82,08 B BAIK
65. Balai Laboratorium
Kesehatan dan 90,50 A S'AéNA(IEI?T

Pengujian Kalibrasi DIY
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No Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Kinerja Keterangan
Tahun 2019 Layanan Layanan
66. Balai Pelatihan
Kesehatan DIY 80,45 B BAIK
67. Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan 84,44 B BAIK
Sosial DIY
68. Rumah Sakit Ghrasia 80,42 B BAIK
69. Rumah Sakit Respira 80,04 B BAIK
70. Dinas Sosial DIY 84,91 B BAIK
71. Balai Rehabilitasi
Terpadu Penyandang 77,46 B BAIK
Disabilitas DIY
72. Balai Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial 81,41 B BAIK
Wanita DIY
73. Balai Rehabilitasi Sosial
Bina Karya dan Laras 81,90 B BAIK
DIY
74. Balai Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial SANGAT
Remaja DIY 88,37 A BAIK
75. Balai Rehabilitasi Sosial
dan Pengasuhan Anak 85,51 B BAIK
DIY
76. Balai Pelayanan Sosial
Tresna Werdha DIY 81,74 B BAIK
77. Dinas Perhubungan DIY 76,70 B BAIK
78. Balai Pengelolaan
Terminal dan 78,60 B BAIK
Perparkiran
79. Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan ESDM 78,59 B BAIK
DIY
80. Balai Pengembangan
Jasa Konstruksi DIY 79,94 B BAIK
81. Balai Pengelolaan
Infrastruktur Air Limbah
dan Air Minum Pekotaan 73,30 C KURANG
BAIK
DIY
82. Balai Pengawasan dan
Pengendalian Perizinan
ESDM Wil Sleman, 85,92 B BAIK
Yogyakarta, dan
Gunungkidul DIY
83. Balai Pengawasan dan
Pengendalian Perizinan
ESDM Wil Bantul dan 77,79 B BAIK
Kulon Progo
84. Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah DIY 78,66 B BAIK
85. Balai Layanan
Perpustakaan DIY 83,18 B BAIK
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No Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Kinerja Keterangan
Tahun 2019 Layanan Layanan
86. Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak dan 80,32 B BAIK
Pengendalian Penduduk
DIY
87. Dinas Perizinan dan
Penanaman Modal DIY 83,47 B BAIK
88. Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY 85,59 B BAIK
89. gllr\(() Organisasi Setda 86,22 B BAIK
90. Biro Umum, Humas, dan
Protokol Setda DIY 87,81 B BAIK
91. Biro Hukum Setda DIY 80,48 B BAIK
92. Biro Administrasi
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam 85,68 B BAIK
Setda DIY
93. Biro Pengembangan
Infrastruk’gur Wilayah 81,68 B BAIK
dan Pembiayaan
Pembangunan
94, B|r_o_ Bina Mental 79,32 B BAIK
Spiritual
95. Biro Bina Pemberdayaan 82,68 B BAIK
Masyarakat
Nilai Rata-Rata IKM 82,69 B BAIK

Tahun 2019
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BAB 4.
KESIMPULAN,
REKOMENDAGSI,
SARAN
MASUKAN DAN
RENCANA
TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik).

Seluruh Penyelenggara Pelayanan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta (95 unit penyelenggara pelayanan) telah melaksanakan survei kepuasan
masyarakat secara mandiri berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah DIY untuk Tahun
2019 sebesar 82,69 (mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik) meningkat 3,08 dari
nilai IKM tahun sebelumnya atau tahun 2018 (79,61). Sedangkan nilai IKM Tahun
2017 adalah 77,89. Hal ini berarti bahwa kinerja pelayanan publik di Pemerintah
Daerah DIY mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.
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Adapun gambaran pengujian data berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan
pendidikan terakhir Pemerintah Daerah DIY untuk tahun 2019 sebagaimana termuat
dalam Grafik 1, Grafik 2, dan Grafik 3 sebagaimana terlampir. Sedangkan gambaran
nilai per unsur hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Daerah DIY

tergambar dalam Grafik 4 sebagaimana terlampir.

Gambaran kondisi mutu layanan/katagori nilai IKM unit penyelenggara
pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY untuk tahun 2019 sebagaimana

termuat dalam Grafik 5 sebagaimana terlampir.

4.2. Kondisi dan Permasalahan serta Rekomendasi
untuk UPP

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat yang sekaligus diperbandingkan dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan pada Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk masing-masing unit penyelenggara

pelayanan adalah sebagai berikut:
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TABEL KONDISI DAN PERMASALAHAN SERTA REKOMENDASI UNTUK

PENYELENGGARA LAYANAN

No

Unit
Penyelenggara
Layanan

Kondisi dan Permasalahan

Rekomendasi

Paniradya
Kaistimewan

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai
laporan SKM

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur

template

Inspektorat DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut
Laporan sudah sesuai
laporan SKM

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur

template

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis

Agar selanjutnya hasil
pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
dilaporkan sesuai dengan
template laporan SKM
yang sudah disediakan

dan  disusun rencana
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layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei.
Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Belum menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur

tindak lanjut perbaikan
dengan prioritas unsur
nilai terendah serta
dilaksanakan dan
dilaporkan.

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur

Balai Penelitian
Pengembangan dan
Statistik DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
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Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur.

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template

Kantor Pelayanan
Pajak Daerah DIY Di
Bantul

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan  sesuai dengan
prioritas unsur.

template

Kantor Pelayanan
Pajak Daerah DIY Di
Gunung Kidul

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan.

Laporan tidak seluruhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut

Agar selanjutnya hasil
pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
dilaporkan sesuai dengan
template laporan SKM
yang sudah disediakan
dan  disusun  rencana
tindak lanjut perbaikan
dengan prioritas unsur
nilai  terendah  sesuai
template serta
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Penyelenggara
Layanan
perbaikan survei kepuasan (dilaksanakan dan
masyarakat belum dilaporkan. dilaporkan.

Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan tetapi belum
sesuai template rencana tindak
lanjut perbaikan.

Kantor Pelayanan
Pajak Daerah DIY Di
Kulon Progo

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

10.

Kantor Pelayanan
Pajak Daerah DIY Di
Sleman

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

11.

Kantor Pelayanan
Pajak Daerah DIY Di
Kota Yogyakarta

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
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Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

12.

Badan Kepegawaian
Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 14 (empat belas)
jenis layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

13.

Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
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perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

14.

Badan Pendidikan
dan Pelatihan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

15.

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

16.

Badan Penghubung
Daerah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat, tetapi
baru untuk 3 (tiga) jenis layanan
serta nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
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semua sama dengan nomenklatur
jenis layanan vyang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template

17.

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat  sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta 32 Tahun
2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat, tetapi baru untuk 3
(tiga)  jenis layanan serta
nomenklatur jenis layanan yang
dilaksanakan survei tidak semua
sama dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.
Laporan belum sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak

template

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan
serta disusun tindak lanjut
perbaikan serta
dilaporkan sesuai
template laporan SKM.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
18. [Satuan Polisi - Sudah melaksanakan survei |jAgar selanjutnya tindak
Pamong Praja DIY kepuasan masyarakat sesuai [anjut perbaikan
dengan Peraturan Gubernur Daerah dilaporkan sesuai

Istimewa Yogyakarta Nomor 32

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan

Laporan tidak seluruhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template laporan SKM.
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19. Dinas Pendidikan - Sudah melaksanakan survei
Pemuda dan kepuasan masyarakat sesuai

Olahraga DIY

dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 14 (empat belas)
jenis layanan.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

20.

Balai Latihan
Pendidikan Teknik
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

21.

Balai Teknologi
Komunikasi
Pendidikan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
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- Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
22. Balai Pemuda dan - Sudah melaksanakan survei |jAgar selanjutnya
Olahraga DIY kepuasan masyarakat sesuai melaksanakan survei
dengan Peraturan Gubernur Daerah kepuasan masyarakat
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 untuk semua jenis
Tahun 2019 tentang Pedoman |ayanan yang telah
Pelaksanaan  Survei Kepuasan ditetapkan dalam Standar

Masyarakat tetapi baru untuk 1
(satu) jenis layanan. Sedangkan 4

(empat) jenis layanan tidak
dilaksanakan survei.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

23. Balai Pendidikan - Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Menengah Kota kepuasan masyarakat sesuai |disamakan antara jenis
Yogyakarta dengan Peraturan Gubernur Daerah [layanan dan nomenklatur

Istimewa Yogyakarta Nomor 32 jenis layanan yang
Tahun 2019 tentang Pedoman dilaksanakan survei
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan kepuasan masyarakat
Masyarakat untuk 9 (sembilan) dengan jenis layanan dan

jenis layanan tetapi jenis layanan
dan nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan jenis layanan
dan nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam Standar

Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.
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24. Balai Pendidikan - Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya
Menengah kepuasan masyarakat sesuai |disamakan antara jenis

Kabupaten Sleman

dengan Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan

Masyarakat untuk 11 (sebelas)
jenis layanan tetapi jenis layanan
dan nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei tidak
semua sama dengan jenis layanan
dan nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan yang telah disurvei belum

ditetapkan kedalam Standar
Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

layanan dan nomenklatur

jenis layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat

dengan jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

25. Balai Pendidikan - Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Menengah kepuasan masyarakat sesuai |disamakan antara jenis
Kabupaten Bantul dengan Peraturan Gubernur Daerah |ayanan dan nomenklatur

Istimewa Yogyakarta Nomor 32 jenis layanan yang
Tahun 2019 tentang Pedoman dilaksanakan survei
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan kepuasan masyarakat

Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan yang
dilaksanakan survei tidak semua
sama dengan jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan yang

ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

dengan jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.
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26.

Balai Pendidikan
Menengah
Kabupaten
Kulonprogo

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 9 (sembilan)
jenis layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

27.

Balai Pendidikan
Menengah
Kabupaten
Gunungkidul

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 9 (sembilan)
jenis layanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

disediakan.

Agar selanjutnya tindak
lanjut perbaikan survei

kepuasan masyarakat
dilaporkan dan
disesuaikan template

laporan SKM yang telah

28.

Sekolah Luar Biasa
Negeri Pembina
Yogyakarta

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
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29.

Sekolah Luar Biasa
Negeri 1 Yogyakarta

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan

Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template

30.

Sekolah Luar Biasa
Negeri 2 Yogyakarta

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut dan layanan
informasi belum ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara jenis
layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan serta
tindak lanjut perbaikan
SKM dilaporkan sesuai
template laporan SKM.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
31. Sekolah Luar Biasa + Sudah  melaksanakan  survei |Agar selanjutnya
Negeri 1 Bantul kepuasan masyarakat sesuai (disamakan antara jenis
dengan  Peraturan  Gubernur [ayanan yang
Daerah Istimewa Yogyakarta (dilaksanakan survei
Nomor 32 Tahun 2019 tentang |kepuasan masyarakat
Pedoman Pelaksanaan Survei dengan jenis layanan

Kepuasan Masyarakat untuk 2
(dua) jenis layanan. Sedangkan 1
(satu) jenis layanan tidak

yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan
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dilaksanakan survei dikarenakan
tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan  jenis  layanan
tersebut dan serta layanan
peserta didik baru tidak
dilaksanakan survei dan belum
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan

Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template

32.

Sekolah Luar Biasa
Negeri 2 Bantul

Sudah
kepuasan

survei
sesuai

melaksanakan

masyarakat
dengan Peraturan Gubernur
Daerah  Istimewa  Yogyakarta
Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Survei
Kepuasan Masyarakat untuk 4
(empat) jenis layanan. Sedangkan
1 (satu) jenis pelayanan belum

ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara jenis
layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
33. Sekolah Luar Biasa | Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Negeri 1 Sleman kepuasan masyarakat sesuai [disamakan antara jenis
dengan Peraturan Gubernur Daerah |ayanan yang
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 (dilaksanakan survei
Tahun 2019 tentang Pedoman kepuasan masyarakat
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan dengan jenis layanan

Masyarakat untuk 8 (delapan) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar

yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan dan
Hasil Pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
dilaporkan sesuai dengan

template laporan SKM
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Rekomendasi

Pelayanan.

Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

template

yang telah disediakan.

34.

Sekolah Luar Biasa
Negeri 1 Kulonprogo

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
pelayanan belum ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara jenis
layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
35. Sekolah Luar Biasa | Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Negeri 1 Gunung kepuasan masyarakat  sesuai (disamakan antara

Kidul

dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan

serta tindak lanjut
perbaikan SKM dilaporkan
sesuai template laporan
SKM.
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
36. Sekolah Luar Biasa + Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya
Negeri 2 Gunung kepuasan masyarakat  sesuai (disamakan antara

Kidul

dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei

tidak semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sudah
sesuai template laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.
Sudah menyusun rencana tindak

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan

serta tindak lanjut
perbaikan SKM dilaporkan
sesuai template laporan
SKM.

lanjut perbaikan sesuai dengan

prioritas unsur.
37. Dinas Kebudayaan |- Sudah melaksanakan survei
DIY kepuasan masyarakat sesuai

dengan Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
38. [Taman Budaya DIY | - Sudah melaksanakan survei

kepuasan masyarakat sesuai dengan

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan

- Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
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Penyelenggara
Layanan

Kondisi dan Permasalahan

Rekomendasi

- Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.

- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

39.

Museum Negeri
Sonobudoyo DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

40.

Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
- Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
masyarakat sudah dilaksanakan.
- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
41. Dinas Koperasi - Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya
Usaha Mikro, Kecil kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara

dan Menengah DIY

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut dan 1 (satu) jenis
layanan yang telah disurvei belum
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.

Sudah menyusun rencana tindak

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan
serta tindak lanjut
perbaikan SKM dilaporkan
sesuai template laporan
SKM.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
42. Dinas Komunikasi - Sudah melaksanakan survei

dan Informatika DIY

kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat untuk 3 (empat) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.
Laporan sudah
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak

sesuai template

lanjut
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perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

43.

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

44,

Balai
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

45.

Balai Pelayanan dan
Pengelolaan
Kekayaan
Intelektual DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
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Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar

Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

46.

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 7 (tujuh) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

47.

Balai Latihan Kerja
dan Pengembangan
Produktivitas DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
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Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

48.

Balai Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar

Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

49.

Dinas Pariwisata

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
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50.

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 12 (dua belas)
jenis layanan. Sedangkan 1 (satu)
jenis layanan tidak dilaksanakan
survei dikarenakan tidak ada
pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan
tersebut.
Laporan sudah
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

sesuai template

51.

Balai
Pengembangan
Perbenihan dan
Pengawasan Mutu
Benih Tanaman
Pertanian

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 4 (empat)
jenis layanan tidak dilaksanakan
survei

Laporan sudah
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

sesuai template

Agar selanjutnya
disamakan antara jenis
layanan dan nomenklatur
jenis layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan

52.

Balai
Pengembangan
Sumberdaya

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Agar selanjutnya
disamakan antara jenis
layanan dan nomenklatur

107




No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
Manusia Pertanian Istimewa Yogyakarta Nomor 32 [jenis layanan yang
Tahun 2019 tentang Pedoman dilaksanakan survei
Pelaksanaan Survei Kepuasan kepuasan masyarakat

Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei

tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan yang disurvei belum
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

dengan jenis layanan dan
nomenklatur jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

53.

Balai
Pengembangan
Perbibitan Ternak
dan Diagnostik
Kehewanan

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis
layanan.
Laporan sudah
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

sesuai template

54.

Balai Proteksi
Tanaman Pertanian

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan
dan tindak lanjut
perbaikan dilaporkan
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nomenklatur
ditetapkan

Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.

Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

jenis
dalam

layanan yang
Standar

sesuai
SKM.

template laporan

55.

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar Pelayanan
sedangkan 2 (dua) jenis layanan
lainnya belum dilaksanakan survei.
Laporan belum sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.

Belum menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan
serta disusun rencana

tindak lanjut perbaikan
dan dilaksanakan serta
dilaporkan sesuai

template laporan SKM.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
56. Balai Laboratorium - Sudah melaksanakan surveiAgar selanjutnya laporan

Lingkungan

kepuasan masyarakat sesuai dengan

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.
Laporan sudah
laporan SKM.

sesuai template

hasil pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
disesuaikan dengan jenis
layanan dan nomenklatur
jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan
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Penyelenggara
Layanan
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
57. Balai Kesatuan Sudah melaksanakan survei
Pengelolaan Hutan kepuasan masyarakat sesuai dengan
(KPH) Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

58.

Balai Pengelolaan
Sampah DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat tidak ada karena
kelembagaan baru.

Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
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59. Balai Pengelolaan - Sudah melaksanakan survei
Taman Hutan Raya kepuasan masyarakat sesuai dengan
Bunder DIY Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis

layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

60.

Balai Perbenihan
Kehutanan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

61.

Dinas Kelautan dan
Perikanan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.
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Laporan sudah sesuai
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan

prioritas unsur.

template

62.

Balai
Pengembangan
Teknologi Perikanan
Budidaya DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei

tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
63. Pelabuhan Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Perikanan Pantai kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara

DIY

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei

tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaporkan.

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan,
rencana tindak lanjut
perbaikan  dilaksanakan
dan  dilaporkan sesuai
template laporan SKM.
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- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
64. Dinas Kesehatan - Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
DIY kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara
Peraturan Gubernur Daerah jnomenklatur jenis layanan

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

65.

Balai Laboratorium
Kesehatan dan
Penguijian Kalibrasi
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis

layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

66.

Balai Pelatihan
Kesehatan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

67.

Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan
Sosial DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat untuk 5 (lima) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

68.

Rumah Sakit
Ghrasia

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 12 (dua belas)
jenis layanan. Sedangkan 1 (satu)
jenis layanan yang disurvei belum
ditetapkan dalam Standar

Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
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69.

Rumah Sakit Respira

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 14 (empat belas)
jenis layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

70.

Dinas Sosial DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 10 (sepuluh) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan yang disurvei  belum
ditetapkan dalam Standar

Pelayanan.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

71.

Balai Rehabilitasi
Terpadu
Penyandang
Disabilitas DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
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Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

72.

Balai Perlindungan
dan Rehabilitasi
Sosial Wanita DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 6 (enam) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

73.

Balai Rehabilitasi
Sosial Bina Karya
dan Laras DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
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74. Balai Perlindungan  Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya
dan Rehabilitasi kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara

Sosial Remaja DIY

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama nomenklatur jenis
layanan vyang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
75. Balai Rehabilitasi - Sudah melaksanakan survei |jAgar selanjutnya
Sosial dan kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara

Pengasuhan Anak
DIY

Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar Pelayanan.
Sedangkan 2 (dua) jenis layanan
tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
76. Balai Pelayanan - Sudah melaksanakan survei |Agar selanjutnya
Sosial Tresna kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara

Werdha DIY

Peraturan Gubernur Daerah

nomenklatur jenis layanan
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Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak  semua sama dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

77.

Dinas Perhubungan
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

78.

Balai Pengelolaan
Terminal dan
Perparkiran

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan.
Laporan sudah
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat tidak  dilaksanakan
dikarenakan kelembagaan baru
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

sesuai template

79.

Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan
dan ESDM DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 9 (sembilan) jenis
layanan tetapi nomenklatur jenis
layanan yang dilaksanakan survei
tidak semua sama  dengan
nomenklatur jenis layanan yang
ditetapkan dalam Standar
Pelayanan. Sedangkan 13 (tiga
belas) jenis layanan tidak
dilaksanakan survei dikarenakan
tidak ada pengguna layanan yang
memanfaatkan jenis layanan
tersebut serta 2 (dua) jenis layanan
lainnya tidak dilaksanakan survei.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

Agar selanjutnya
disamakan antara
nomenklatur jenis layanan
yang dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan nomenklatur jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
80. Balai - Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya tindak
Pengembangan Jasa kepuasan masyarakat sesuai dengan |anjut perbaikan SKM
Konstruksi DIY Peraturan Gubernur Daerah (dilaporkan sesuai

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis

template laporan SKM.
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layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.
Laporan sudah
laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat belum dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

sesuai template

81.

Balai Pengelolaan
Infrastruktur Air
Limbah dan Air
Minum Pekotaan
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.
Laporan sudah
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat  tidak  dilaksanakan
dikarenakan kelembagaan baru

Sudah menyusun rencana tindak

sesuai template

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
82. Balai Pengawasan - Sudah melaksanakan survei

dan Pengendalian
Perizinan ESDM Wil
Sleman, Yogyakarta,
dan Gunungkidul
DIY

kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
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lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

83.

Balai Pengawasan
dan Pengendalian
Perizinan ESDM Wil
Bantul dan Kulon
Progo

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

84.

Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 8 (delapan) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

85.

Balai Layanan
Perpustakaan DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 19 (sembilan
belas) jenis layanan. Sedangkan 1
(satu) jenis layanan tidak
dilaksanakan survei.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut

Agar selanjutnya
disamakan antara jumlah
dan jenis layanan yang
dilaksanakan survei
kepuasan masyarakat
dengan jumlah dan jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.

- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

86. |Dinas - Sudah melaksanakan survei
Pemberdayaan kepuasan masyarakat sesuai dengan
Perempuan, Peraturan Gubernur Daerah

Perlindungan Anak
dan Pengendalian
Penduduk DIY

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 3 (tiga) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak

lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
87. Dinas Perizinan dan | Sudah melaksanakan survei Agar disusun Standar

Penanaman Modal
DIY

kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat tetapi belum per jenis
layanan tetapi baru 1 (satu) jenis
layanan yaitu pelayanan perizinan
dan non perizinan.

Laporan belum sepenuhnya sesuai
template laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat tidak dilaksanakan
dikarenakan kelembagaan baru.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

Pelayanan sesuai
kelembagaan baru
(Perdais DIY Nomor 1
Tahun 2018)

Agar selanjutnya
disamakan antara
jenis layanan yang

dilaksanakan  survei
kepuasan masyarakat
dengan jenis layanan
yang ditetapkan dalam
Standar Pelayanan.

Agar penyusunan
laporan hasil survei
kepuasan masyarakat
sesuai template
laporan SKM  yang

telah disediakan.

Agar rencana tindak
lanjut perbaikan SKM
dilaksanakan dan
dilaporkan.
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
88. Biro Tata - Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya rencana
Pemerintahan Setda kepuasan masyarakat sesuai dengan ftindak lanjut perbaikan
DIY Peraturan Gubernur Daerah SKM dilaksanakan dan

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018, Biro Tata
Pemerintahan Setda DIY belum
menyusun laporan hasil pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat

Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

dilaporkan sesuai
template laporan SKM.

89.

Biro Organisasi
Setda DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

90.

Biro Umum, Humas,
dan Protokol Setda
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
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No

Unit
Penyelenggara
Layanan

Kondisi dan Permasalahan

Rekomendasi

Masyarakat untuk 4 (empat) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei.
Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

91.

Biro Hukum Setda
DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

92.

Biro Administrasi
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Setda DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan
93. Biro Pengembangan  Sudah melaksanakan survei Agar selanjutnya
Infrastruktur kepuasan masyarakat sesuai dengan disamakan antara jumlah
Wilayah dan Peraturan Gubernur Daerah |dan jenis layanan yang
Pembiayaan Istimewa Yogyakarta Nomor 32 (dilaksanakan survei

Pembangunan Setda
DIY

Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei.

Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat sudah dilaksanakan.
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

kepuasan masyarakat
dengan jumlah dan jenis
layanan yang ditetapkan
dalam Standar Pelayanan.

94.

Biro Bina Mental
Spiritual Setda DIY

Sudah melaksanakan survei
kepuasan masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Survei Kepuasan
Masyarakat untuk 2 (dua) jenis
layanan. Sedangkan 2 (dua) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

Laporan sudah sesuai template
laporan SKM.

Pada tahun 2018 tindak lanjut
perbaikan survei kepuasan
masyarakat tidak  dilaksanakan
dikarenakan kelembagaan baru
Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

95.

Biro Bina
Pemberdayaan
Masyarakat Setda
DIY

Sudah menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan dengan 2 (dua)
jenis layanan dan sudah
melaksanakan survei  kepuasan
masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan
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No Unit Kondisi dan Permasalahan Rekomendasi
Penyelenggara
Layanan

Masyarakat untuk 1 (satu) jenis
layanan. Sedangkan 1 (satu) jenis
layanan tidak dilaksanakan survei
dikarenakan tidak ada pengguna
layanan yang memanfaatkan jenis
layanan tersebut.

- Laporan sudah sesuai template

laporan SKM.
- Pada tahun 2018 tindak Ilanjut
perbaikan survei kepuasan

masyarakat  tidak  dilaksanakan
dikarenakan kelembagaan baru

- Sudah menyusun rencana tindak
lanjut perbaikan sesuai dengan
prioritas unsur.

4.3. Saran Masukan

Selain kondisi, permasalahan dan rekomendasi terhadap masing-masing Unit
Penyelenggara Pelayanan (UPP) sebagaimana tersebut diatas, dari pencermatan dan
analisis terhadap hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan semua unit
penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY (95 UPP)
sebagaimana tertuang dalam lampiran Grafik 4 tentang gambaran nilai per unsur hasil
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat diperoleh kesimpulan bahwa nilai rata-rata
unsur yang paling rendah adalah nilai unsur Sarana Prasarana disusul unsur Waktu
Penyelesaian, Unsur Persyaratan dan Unsur Prosedur serta Unsur Produk Spesifikasi
Jenis Pelayanan.

Terhadap nilai rata-rata unsur terendah tersebut berikut ini kami sampaikan
saran masukan sebagai bahan evaluasi ke depan terhadap unit-unit penyelenggara

pelayanan publik di Pemerintah Daerah DIY, antara lain:

1. Menjaga dan merawat sarana prasarana yang sudah ada.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik untuk
meningkatkan kenyamanan bagi pengguna layanan, diantaranya dengan
menyediakan tempat pelayanan yang representatif dan responsif bagi lansia dan

kaum difabel serta tempat bermain anak-anak.
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3. Melibatkan stakeholder dan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil

khususnya dalam penyusunan standar pelayanan.

4. Mensosialisasikan dan mempublikasikan standar pelayanan melalui media elektronik

non elekronik sehingga masyarakat mengetahui substansi standar pelayanan.

4.4. Rencana Tindak Lanjut

Berkaitan dengan kesimpulan dan saran masukan sebagaimana uraian tersebut di atas,

selanjutnya UPP diharapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil survei

kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut ini

rencana tindak lanjut perbaikan/rekomendasi berdasarkan analisis hasil survei kepuasan

masyarakat pada tabel di bawah ini:

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN HASIL SKM

NO.

PRIORITAS
UNSUR

PROGRAM/
KEGIATAN

WAKTU

PENANGGUNG
JAWAB

Sarana Prasarana

Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Tahun 2020

OPD

Waktu

Penyelesaian

Sosialisasi dan
Publikasi melalui
media elektronik dan
non elektronik

Tahun 2020

OPD

Persyaratan

Sosialisasi dan
Publikasi melalui
media elektronik dan

non elektronik

Tahun 2020

OPD

Prosedur

Sosialisasi dan
Publikasi melalui
media elektronik dan

non elektronik

Tahun 2020

OPD

Produk spesifikasi

jenis pelayanan

Sosialisasi dan
Publikasi melalui
media elektronik dan

non elektronik

Tahun 2020

OPD
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. PRIORITAS PROGRAM/ PENANGGUNG
NO. WAKTU
UNSUR KEGIATAN JAWAB
6. Kebijakan Peningkatan kualitas |Tahun 2020 | Pembina
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pelayanan
Publik

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM tersebut di atas bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sebagai wujud kewajiban dan
tanggung jawab UPP kepada masyarakat sebagai pengguna layanan atas haknya

dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Demikian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi umpan
balik terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang akan dirumuskan

selanjutnya

Yogyakarta,
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LAMPIRAN

GRAFIK 1 PENGUJIAN KUALITAS DATA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

. . No Uraian Jumlah Persen
Berdasarkan Jenis Kelamin : .
1 | Responden 25.918 100 %
Tidak
4% 3 | Perempuan 11.064 43%
4 | Tidak Mengisi 973 4%
GRAFIK 2 PENGUIJIAN KUALITAS DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
Berdasarkan Pekerjaan
TIDAK MENGISI
LAINNYA
WIRAUSAHA
SWASTA
PETANI | 36
PELAIAR [F207
PNS/TNI/POLRI
| | | |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
PNS/TNI/POLRI PELAJAR PETANI SWASTA WIRAUSAHA LAINNYA TIDAK MENGISI
M Berdasarkan Pekerjaan 5433 207 36 6433 4379 7493 1937
Responden

M Berdasarkan Pekerjaan
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GRAFIK 3 PENGUJIAN KUALITAS DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

3 Tidak Mengisi

W% 4

GRAFIK 4 NILAI PER UNSUR

0,50

No Uraian Jumlah | Persen
1 | Responden 25918 | 100 %
2 |SD 897 3,
3 | SMP 1479 6%
4 |SMA 9.737 389
5 |D3 1.767 79
6 |S1 9.614 379%
7 |S2 1.413 59,
8 |S3 62 0%
9 | Tidak Mengisi 949 4%

Nilai Per Unsur

o4 O , . . ’ "

03% O ; ;
thie 6,32 0,32
4 0,30 ' ’
S
5 0,25
z
= 0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Persyaratan Prosedur Waktu )
Penyelesaian
——Nilai Maksimal 0,42 041 0,40
—Nilai Rata-Rata 0,36 0,36 0,35
Nilai Minimal 033 032 0,32

Biaya/Tarif

0,44
0,40
031
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Produk :
L Kompetensi
Spesifikasi Jenis
Pelaksana
Pelayanan
0,44 0,41
0,36 037
031 033

Perilaku
Pelaksana

0,42
0,37
0,34

Sarana Prasarana

0,42
0,35
0,28

Penangan
Pengaduan

0,44
0,39
032




GRAFIK 5 MUTU LAYANAN/KATEGORI

Kinerja Layanan
Sangat Baik (A)

Kinerja Layanan
9%

Kurang Baik (C)
3%

Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2019 82,69
Nilai IKM Tahun 2019 Tertinggi 90,98
Nilai IKM Tahun 2019 Terendah 73,30
Keterangan J umlah.
Instansi
Kinerja Layanan Sangat Baik 8
Kinerja Layanan Baik 84
3

Kinerja Layanan Kurang Baik
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